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ABSTRAKSI 
FITRAH SYAMSUDDIN, E11110008, Fenomena Golongan Putih Pada 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Makassar 2013. 
Dibimbing oleh Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. dan Ariana Yunus ,S.IP.,M.Si 
 
Pemilihan umum sering kali disertai oleh golongan putih tidak 
terkecuali dalam pemilihan kepala daerah walikota Makassar 2013. Pada 
pemilihan kepala daerah walikota Makassar angka golput lebih tinggi 
yakni 38,21 % dibandingkan dengan perolehan suara kandidat pemenang 
pemilihan yakni 31,18 %. Fenomena golput sangat meanrik untuk 
dianalisis lebih lanjut. Hal itu mebuat penulis mengangkat rumusan 
masalah untuk melihat gambaran golongan putih di kota makassar serta 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi 
golput. 
 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
tipe penelitian deskriptif, dan dasar penelitian analisis. Penelitian 
dilakukan di Kota Makassar Kecamatan tamalanrea. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data yakni, wawancara mendalam dan 
studi pustaka. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan 
keperluan, kemudian dikumpulkan dan disimpulkan untuk disajikan. 
 
Penyajian atas penelitian ini adalah penjabaran atas gambaran 
golput di kota Makassar pada pemilihan kepala daerah walikota Makassar 
2013 serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi 
golput. Dengan menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis 
terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Berawal dengan 
menggambarkan golongan putih di kota Makassar pada pemilihan kepala 
daerah wali kota Makassar. Kemudian menjabarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi prilaku tidak memilih (golput). Ada 3 faktor yang 
memengaruhi prilaku tidak memilih masyarakat yakni faktor sosial-
ekonomi, faktor psikologi dan faktor rasional. 
 
Hasil peneitian yang ditemukan pada gambaran golongan putih di 
Makassar pada pemilihan kepala daerah walikota Makassar 2013 adalah 
terdapat tiga jenis golput di kota Makassar khususnya Kecamatan 
Tamalanrea yakni golput ideologis, golput pragmatis serta golput 
politis.Kemudia pada aspek faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
golput yakni faktor sosial ekonomi, masarakat dengan tingkat status sosial 
serta pendidikan lebih tinggi cenderung menjadi golput. Faktor psikologis, 
masyarakat yang di pengaruhi oleh faktor ini cenderung bersikap apatis 
dan tidak percaya lagi akan negara dan sistemnya sehingga menimbulkan 
protes dalam bentuk golput. Faktor rasional, masyarakat yang dipengaruhi 
oleh faktor ini sering mengkalkulasi untung dan ruginya mereka 
berpartisipasi dalam pemilu. 
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ABSTRACT  
FITRAH Shamsuddin, E11110008, Abstentions Group Phenomena in 
Regional Head General Election Mayor of Makassar 2013. 
Supervised by Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. and Ariana Yunus, S.Ip, M.Si 
 
Elections are often accompanied by a abstentions group no 
exception in the local elections the mayor of Makassar 2013. At local 
elections the mayor of Makassar abstentions figure higher at 38.21% 
compared with the vote-winning election candidates ie 31.18%. The 
phenomena of abstentions is very interesting for further analysis. It was 
interest the authors to want make a problem formulation and see a picture 
of the abstentions in the city of Makassar and than analyze the factors that 
predispose a person to be a abstentions.  
 
The method used was qualitative research methods with the type of 
descriptive research, basic research and analysis. The study was 
conducted in Makassar District of Tamalanrea. The technique used in the 
data collection, in-depth interviews and literature. The data obtained will 
be reduced based on the purpose, then collected and inferred to be 
presented.  
 
Presentation of this research is the description of the picture of 
abstentions in the city of Makassar in Makassar mayor local elections in 
2013 and the factors that predispose a person to be abstentions. By using 
some of the theory as a tool of analysis of the results research that has 
been done. Begins by describing the abstentions group in the city of 
Makassar in local elections the mayor of Makassar. Then lays out the 
factors that influence the behavior did not vote (abstentions). There are 
three factors that influence the behavior of people to become abstentions 
the socio-economic factors, psychological factors and rational factors.  
 
Fieldwork results found in the abstentions group picture of 
Makassar in Makassar mayor local elections of 2013 is that there are three 
types of non-voters in the city of Makassar in particular the District 
Tamalanrea ther are abstentions ideological, pragmatic abstentions and 
abstentions politis. An then on aspects of the factors that influence the 
occurrence of the factor abstentions social-economic, masarakat with 
social status and level of education tend to be higher vote. Psychological 
factors, people are influenced by these factors tend to be apathetic and no 
longer trust the system to the state and giving rise to the protest in the 
form of vote. Rational factors, people who are affected by this factor to 
calculate the profit and loss often they participated in the election. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Golongan putih (golput, selanjutnya akan disebut demikian) telah 
menjadi fenomena politik yang menarik di Makassar. Golput diartikan 
sebagai pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya secara sadar 
tanpa ada paksaan dari pihak lain. Terdapat sejumlah analisis untuk 
menjelaskan pertanyaan mengapa terdapat fenomena golput di banyak 
daerah. 
Menurut Kacung Marijan dalam bukunya Demokratisasi di Daerah 
terdapat setidaknya lima alasan kenapa masyarakat menjadi golput yakni : 
Pertama, bagi para pemilih datang ke TPS-TPS tidak lagi penting karena 
tidak ada isu yang signifikan. Kedua, analisi ini dikaitkan dengan 
globalisasi yang semakin mereduksi kekuatan negara sehingga golput 
telah menjadi fenomena global. Ketiga, penurunana tingkat partisipasi 
pemilih itu dikaitkan dengan turunnya tingkat kepuasaan terhadap 
performance pemerintah. Keempat, golput juga dapat di akibatkan oleh 
tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi kepada pemerintah yang sedang 
menjabat. Kelima, meningkatnya golput diakibatkkan kecenderungan 
budaya politik yang ada dalam masyarakat.1 
                                                             
1
Lihat Kacung Marijan. Demokratisasi di daerah (pelajaran dari pilkada secara langsung). Hlm 
122-125 
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Kasus makassar lebih sesuai jika mengunakan analisis ketiga dan 
kelima sebagai kerangka dasar analisis untuk memahami fenomena 
tentang relatif tingginya jumlah golput. Perbandingan antara jumlah golput 
pada pemilihan gubernur Sulawasi Selatan dengan pemilihan wali kota 
Makassar dapat menjadi patokan. Dalam kurun waktu yang tak terlalu 
jauh kedua pemilihan ini dapat menunjukan angka golput yang masih 
cukup tinggi. 
Beberapa ahli sering mengidentikan golput dengan apatis. 
Apatisme adalah ketidak pedulian individu dimana mereka tidak memiliki 
minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti 
kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional. Apatis adalah istilah 
lain untuk sifat pasif, tunduk bahkan mati rasa terutama terhadap hal-hal 
yang menyangkut isu sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik.  
Gejala dari sifat apatis dapat dilihat dari kurangnya kesadaran, 
kepedulian dan bahkan sifat tidak tanggung jawab sosial yang dapat 
berpengaruh kepada pemungutan suara. Hal itu terlihat jelas khususnya 
pada individu yang berumur 17-24 tahun. Selain itu, apatisme politik juga 
merupakan hasil dari dominasi politik beberpa politisi yang lebih 
memperhatikan karir politiknya tanpa melihat apa yang terjadi pada 
negaranya secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya 
remaja pada umumnya tidak lagi tertarik pada politik. Hal tersebut juga 
terjadi pada pemilih Makassar  
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Ketidak percayaan remaja kepada pihak pemerintahan juga lebih 
tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Mereka juga kurang tertarik 
terhadap politik dan isu-isu umum. Pengetahuan mereka tentang institusi 
politik dan proses demokratik juga kurang karena mereka kurang tertarik 
untuk mencari informasi politik dan kurang mau  berpartisipasi. Padahal, 
remaja diindentifikasikan sebagai tokoh utama dalam kinerja sistem 
demokrasi. Apatisme ini mempengaruhi dua dimensi yaitu sikap dan 
perilaku. Apatisme dapat berupa: Tidak tertarik terhadap politik, Tidak 
percaya terhadap institusi politik dan Ketidak mauan berpartisipasi. 
Tingkat partisipasi pemilih di Kota Makassar pada pemilihan 
walikota tak berbeda jauh ketika warga Makassar menghadapi Pemilihan 
gubernur Sulawesi-Selatan (pilgub sul-sel, selanjutnya akan disebut 
demikian). Pada Pilgub Sul-Sel lalu, tingkat partisipasi menurut data 
komisi pemilihan umum yakni 60,54 %. Pada pilwali Makassar 2013, 
tingkat partisipasi pemilih sedikit naik menjadi 61,79 %. Dari 14 
kecamatan, tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Ujung Tanah yang 
terbanyak yakni 76,51 %. Sedangkan tingkat partisipasi terendah terdapat 
di Kecamatan Ujung Pandang yakni 43,36%. Sekitar 39,21% warga 
Makassar yang mempunyai hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya 
alias golongan putih (golput). Melihat angka golput yang begitu tinggi dan 
angka pemilih yang tidak terlalu meningkat menunjukkan adanya 
kekuranga dalam sistem demokrasi itu sendiri.2 
                                                             
2
 Data KPU kota makassar 2013 
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Banyak alasan mengapa golput itu sendiri terjadi ada yang golput 
secara administratif dimana hal ini terjadi karena calon pemilih tidak 
mendapatkan kartu pangilan memilih dan sebagainya. Ada pula pemilih 
yang sudah terlalu berfikiran negatif terhadap aktor politik yang selalu 
korupsi sehingga mereka tidak mau lagi memilih dengan anggapan bahwa 
semua calonnya sama saja tidak akan membawa perubahan pada 
masyarakat. 
Penelitian awal yang saya lakukan dengan melakukan wawancara 
terhadap beberapa masyarakat khususnya calon pemilih misalnya 
terhadap  Abd. Gafar salah satu warga Kelurahan Tamalanrea 
,Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar pada tgl 29 juli 2013, ia 
mengaku golput karena tidak percaya lagi pada aktor politik “ saya sudah 
bosan memilih dek, tidak ada gunanya saya tetap saja miskin dan makan 
janji manis kampanye” ucapnya saat saya wawancarai. Mereka golput 
karena tiga faktor yakni faktor administratif, faktor pisikologis serta faktor 
rasional. Angka golput yang tinggi diakibatkan oleh beberapa hal sehingga 
dalam setiap pemilihan, angka partisipasi pemilih semakin menurun. 3 
Terdapat berbagai usaha untuk menarik minat masyarakat untuk 
datang memilih. Seperti yang dilakukan oleh KPU dan partai politik 
tertentu. Hal ini dianggap kurang maksimal dikarenakan tetap tingginya 
angka golput. Beberapa     upaya     yang   dilakukan    oleh   KPU   untuk  
                                                             
3
 Hasil wawancara dengan informan masyarakat Abd gafar  yang dilakukan pada tgl 29 juli 2013 
di kelurahan tamalanrea 
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meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya sosialisasi pemilih serta 
erbaikan DPT hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa berita pada situs 
resmi KPU misalnya : 
a. Sosialisasi pemilih  
b. Perbaikan daftar pemiih tetap (DPT) 
Komisi peilihan umum memiliki beberapa aturan dan standar dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih yakni visi dan misi. Peraturan presiden 
No 4 tahun 2009 dan PKPU No 23 tahun 2013 demikian pula pada visi 
dan misi KPU terdapat poin pada misi yang menyatakan bahwa 
“Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam 
pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 
demokratis.4 
Berbagai usaha untuk menarik minat pemilih ini terbukti tidak 
efektik dikarenakan bertambah banyaknya angka golput yang terjadi 
ketika pemilihan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak terlalu 
peduli untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik utamanya pemilihan 
umum. Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat golput yang telah 
terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada 
pilkada. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut 
sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Mana penjelasan 
yang lebih cocok untuk fenomena ini  hal   ini ?   menjadi   latar belakang 
peneliti untuk fenomena golput sehingga dapat mengetahui apa yang 
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http://www.kpu-makassarkota.go.id/tentang-kami/visi-dan-misi.html 
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menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor apa 
sajakah yang menimbulkan perilaku ini yang akan menjadi fokus dalam 
penelitian ini. 
Sehubungan dengan ulasan sebelumnnya, penulis tertarik untuk 
meneliti masyarakat golput yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi 
tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi masyarakat tersebut sehingga tidak menggunakan hak 
pilihnya pada pilkada sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi 
dengan judul: “Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Walikota Makassar 2013” 
B.       Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti dalam 
studi upaya peningkatan partisipasi pemilih, maka penulis akan 
membatasi penelitian ini pada beberapa hal; 
1. Bagaiman Gambaran  golongan putih pada pemilihan umum kepala 
daerah walikota Makassar 2013 di Kecamatan Tamalanrea? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya golongan putih 
pada pemilihan umum kepala daerah walikota Makassar 2013 di 
Kecamatan Tamalanrea?   
Dua hal inilah yang akan menjadi perhatian penulis dalam 
penelitian ini dan masing-masing akan menjadi pertanyaan inti dari 
penelitian. Pertama, penelitian akan menjelaskan mengenai penyebab 
meningkatnya angka golput dalam pemilihan walikota Makassar 2013 di 
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Kecamatan Tamalanrea. Kedua, penelitian akan mengarah pada faktor 
yang menyebabkan masyarakat menjadi golput pada pemilihan umum 
kepala daerah walikota Makassar 2013 di Kecamatan Tamalanrea.             
C.       Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
a.   Tujuan Penelitian ; 
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk : 
1. Mengambarkan dan menganalisis gambaran mengenai  golput 
pada pemilihan umum kepala daerah walikota Makassar 2013 di 
Kecamatan Tamalanrea. 
2. Mengambarkan dan menganalisis faktor yang menyebabkan 
masyarakat menjadi golput pada pemilihan umum kepala daerah 
walikota Makassar 2013 di Kecamatan Tamalanrea.           
     b.   Manfaat Penelitian : 
 Manfaat Teoritis : 
1. Menjelaskan secara akademik Gambaran mengenai keberadaan 
golput pada pemilihan umum kepala daerah walikota Makassar 
2013 di Kecamatan Tamalanrea. 
2. Menjadi salah satu sumber tertulis mengenai faktor yang 
menyebabkan masyarakat menjadi golput pada pemilihan umum 
kepala daerah walikota Makassar 2013 di Kecamatan Tamalanrea. 
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 Manfaat Praktis : 
1. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu 
Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.  
2. Membantu bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya di Sul-
Sel sebagai salah satu sumber rujukan bagi peningkatan partisipasi 
pemilih. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai beberapa konsep yang 
akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain menjelaskan konsep yang 
bertujuan untuk menjelaskan maksud dari setiap hal, juga akan 
dikemukakan teori ataupun pendekatan yang bisa menjelaskan fenomena 
golput, akan dikemukakan pula mengenai definisi golput itu sendiri 
kemudian sejarah golput di indonesia dan beberapa konsep serta 
pendekatan yang akan digunakan dalam membahas hasil penelitian yang 
telah dilakukan. 
A. Konsep Golongan Putih (Golput) 
Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama 
zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, 
antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo 
Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main 
berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.5 
Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai golongan putih yang 
tidak memilih, mereka juga mengajukan tanda gambar segilima hitam 
dengan dasar putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, 
diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan 
fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan 
                                                             
5
 Fadillah Putra, Partai politik dan kebijakan publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 104 
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kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip 
demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde 
Baru pimpinan Soeharto.  
Pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara 
beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk 
memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat 
yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis 
yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang 
merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. 
Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-
masing Tempat Pemilihan Umum (TPS). Mereka menamakan dirinya 
Golongan Putih atau Golput.6 
Pemilu 1992, golput marak lagi sehingga bayangan kekuatannya 
diidentikkan sebagai partai keempat, di samping PPP, Golkar dan PDI. 
Namunn jumlah pemilih pada Pemilu 1992, kembali menurut versi 
pemerintah, di atas 90 %, persisnya 91 % sepekan menjelang pemilu 29 
Mei 1997, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, selaku pribadi, 
mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya untuk memilih. 
Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye terselubung  kepada  
                                                             
6
  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama , 
2008 ,hal. 479 
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massa pendukungnya untuk memboikot pemilu meski hal itu dibantah 
Megawati. Meski ada aksi PDI Perjuangan itu, jumlah pemilih pada Pemilu 
1997 dilaporkan mencapai 90,58 %.7 
Angka 90 % itu memang diakui merupakan angka semu. Karena 
pemilu-pemilu zaman Soeharto-disebut banyak pihak-identik dengan 
kecurangan demi untuk memenangkan Golkar. Angka adalah bagian dari 
rekayasa yang sangat menentukan. Sikap orang-orang golput, menurut 
Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain 
atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya 
menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak 
menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum 
golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, 
menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari 
kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran 
untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu 
sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih 
ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan 
kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi 
pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.
8
  
Berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan 
sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak 
memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang 
                                                             
7
 http//www.kompas.com 
8
  ibid  
12 
 
berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan 
teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis 
dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan 
untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas 
ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari 
istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, 
melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 
pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.  
Dalam buku Political Explore9, Indra J. Piliang menyatakan bahwa 
golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-
partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan 
aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 
3 bagian yaitu:  
Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa 
pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan 
golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state 
dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang 
tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU 
sekarang, termasuk    UU    pemilu,     hanyalah    bagian   dari    rekayasa  
 
 
                                                             
9
 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 545 
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segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-
hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah 
memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. 
Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.  
Kedua, golput pragmatis yakni golput yang berdasarkan kalkulasi 
rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, 
tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-
setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara 
percaya dan tidak percaya.  
Ketiga, golput politis yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-
pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya 
kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah 
atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. 
Menurut Mufti Mubarak,”bagi masyarakat, sikap golput lebih 
dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang 
tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, golput akan 
melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga 
pemerintah”10 
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 Ibid hal 541 
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Eep Saefulloh Fatah11 juga telah merangkum sebab-sebab orang 
untuk golput, diantaranya adalah: 
1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke 
tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga 
suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih 
karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu. 
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari 
kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan 
membawa perubahan dan perbaikan. 
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi 
(liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-
nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.  
Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok 
golput.12 Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang 
tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi 
karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik 
kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai 
tingkat deskriptif saja.  
Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak 
bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena 
alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada 
atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain 
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 Ibid, hal 546 
12
 Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22 
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yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki 
pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. 
Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi disbanding golput 
awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak 
hanya berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi. 
Dalam buku Political Explore13 beberapa ilmuan mendefinisikan 
golput,yang pertama yaitu menurut Irwan H Dulay dia mengatakan golput 
diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai 
dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan 
dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislative, pilpres, 
pilkada maupun pemilihan kepala desa.  
Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada even 
pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. 
Menurut B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak 
menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta pemilu. 
Selanjutnya, ia juga berpendapat, golput adalah sebutan bagi orang atau 
kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 
untuk menentukan pemimpinnya. Menurut Susan Weich, ketidakhadiran 
seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan 
pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri 
pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara,begitu pula sebaliknya.14  
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 Efriza , Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 534 
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Disamping itu ,ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi 
untung rugi. Jika seseorang merasa lebih beruntung secara financial 
dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan 
pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Menurut Muhammad Asfar, dia 
mengatakan batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih 
yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak 
bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca 
termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil 
atau di tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih, dalam 
konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak 
menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak 
adanya motivasi .  
Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-
voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari 
event pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan 
Christopher Stout mengkategorikan Non–Voter tersebut menjadi tiga 
ketegori yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara 
yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak 
pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga negara yang 
memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih 
dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan warga negara 
(penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.15 
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 Arbi sanit, Aneka Pandangan Fenomena Politik: Golput,Pustaka Sinar Harapan, 1992. 
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B.       Golongan  Putih (Golput) 
Di Indonesia orang-orang yang tidak ikut memilih disebut dengan 
istilah  golput (golongan putih). Istilah ini muncul tahun 1970-an, mengacu 
pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 
orde baru karena dinilai tidak demokratis. Menurut Arbi Sanit, fenomena 
golput ini memiliki keterkaitan terhadap legitimasi penguasa dan legitimasi 
sistem politik16 
Pada pemilu 1971 misalnya, Golput diproklamasikan sebagai cara 
protes terhadap penguasa Orde Baru yang cenderung memusatkan 
kekuasaan sehingga menghambat pengembangan demokrasi. Di mata 
para pemprotes, Pemilu 1971 tidak lebih sebagai ajang pemberian 
legitimasi kepada penguasa. Demikian juga pada Pemilu 1977 sampai 
1987 yang difungsikan untuk menghimpun legitimasi bagi keutuhan format 
politik Orde Baru, yang terkonsentrasi pada satu pusat kekuasaan. Di 
samping itu, mereka memprotes pemilu yang tidak lebih cuma bertujuan 
mencari legitimasi bagi pembangunan yang ditandai oleh pertumbuhan 
ekonomi dan melebarnya ketimpangan sosial.17 
Pada masa reformasi sekarang ini pemaknaan istilah golput telah 
mengalami pergeseran. Hal itu tidak terlepas adanya perubahan 
paradigma bahwa memilih bukanlah kewajiban seperti yang terjadi pada 
masa Orde Baru melainkan hak pemilih untuk ikut atau tidak dalam 
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Tim Libang Kompas, Geliat Golongan Putih Makin Tampak Dari Masa ke Masa, Kompas Edisi 
24 Februari 2004, hal. 7 
17
 Lihat Kacung Marijan. Demokratisasi di daerah (pelajaran dari pilkada secara langsung). 
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pemilu/pilkada. Seiring dengan perubahan paradigma tersebut istilah 
golput pada saat ini merupakan penyebutan untuk orang-orang yang tidak 
ikut dalam pemilu atau pilkada dengan hanya melihat hasil pemilu atau 
pilkada maka golput tidak mungkin terdeteksi dengan baik. Sebab, hasil 
pemilu tidak perna disertai informasi alasan mengapa pemilih ikut memilih, 
tidak ikut memilih, atau memilih secara salah. 
Meskipun tingginya angka golput menjadi gejala umum dalam 
Pilkada di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena golput ini juga 
akan menjadi gejala umum Pemilu Indonesia di masa mendatang hingga 
saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan 
seorang pemilih memilih tidak menggunakan hak pilihnya. Berbagai 
penjelasan mengenai golput di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan 
pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan 
penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang 
penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih.Tetapi berbagai 
penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil 
riset. 
Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh 
para pengamat atau penyelenggara pemilu tentang penyebab adanya 
golput.: Pertama, administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena 
terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu 
pemilih, tidak terdaftar dalam daftar  pemilih dan sebagainya. Kedua, 
teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu 
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untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada 
keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. 
Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political 
engagement). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik 
dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai 
hal yang penting. Keempat, kalkulasi rasional. Pemilih memutuskan tidak 
menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan 
untuk tidak memilih. Pemilu (Pilkada) dipandang tidak ada gunanya, tidak 
akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah 
yang disukai dan sebagainya 
Maka dari penjelasan di atas, masyarakat golongan putih (golput) 
terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai 
pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih 
tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Dalam hal ini 
penulis akan meneliti masyarakat golongan putih yang telah terdaftar 
sebagai pemilih tetapi tidak  menggunakan hak pilihnya pada pilkada 
(pemilihan). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut 
sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada (pemilihan). 
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Menurut Rosenberg ada 3 alasan mengapa orang enggan sekali 
berpartisipasi politik dan menjadi golput 18: 
Pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan 
ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan 
bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan 
lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai-
partai politik tertentu.  
Kedua, bahwa konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas 
politik mereka sebagai pekerjaan sia- sia. Mungkin disini individu merasa 
adanya jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. Karena 
jurang pemisah begitu besarnya sehingga dianggap tiada lagi aktifitas 
politik yang kiranya dapat menjembatani. 
Ketiga, beranggapan bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau 
sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting 
untuk mendorong aktifitas politik. Dengan tidak adanya perangsang politik 
yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong kearah perasaan yang 
semakin besar bagi dorongan apati. Disini individu merasa bahwa 
kegiatan bidang politik diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali 
daripada sifat politiknya. dan dalam hubungan ini, individu merasa bahwa 
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Michael rush dan althoff, pengantar sosiologi politik, PT Rajawali, Jakarta, 1989, hal.131         
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kegiatan-kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan 
kepuasan yang relatif kecil. Dengan demikian partisipasi politik diterima 
sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dapat dianggap memenuhi 
kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.  
C.        Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Tidak Memilih (Golput)  
Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput/nonvoting pada 
dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan 
perilaku pemilih diatas. Secara umum terdapat dua pendekatan untuk 
menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu 
pemilu.  
Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan 
psikologi. Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan 
pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk 
hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan 
tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung 
kontroversi masing-masing .  
Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau 
beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, 
yaitu faktor social ekonomi, faktor pisikologis dan faktor rasional .  
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a. Faktor Sosial Ekonomi  
Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel 
penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada 
satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai 
variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. 
Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai 
indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. 
Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel 
status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 
pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-
ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan 
menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel 
tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku 
non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan 
kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan 
dengan ketidakhadiran pemilih.  
Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi 
berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti 
dijelaskan Raymond F Wolfinger dan steven J.Rossenstone yaitu19 :  
a) Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi warga. 
Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang 
berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih 
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 Efriza , Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 543 
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tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang 
bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak 
mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan 
pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan 
tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. 
Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan 
pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan 
kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat 
berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, 
khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, 
kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.  
b) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar 
untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping 
menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik 
pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Dalam sebuah 
tuilisannya, Wolfinger dan rossestone menjelaskan sebagai berikut, 
disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan 
bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan 
untuk menekan teman sebayannya untuk berpartisipasi dalam 
proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari 
mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita 
untuk memberikan suara. yang kurang berpendidikan dengan 
perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena 
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kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses 
politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan 
mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan 
pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.  
Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang 
berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie 
menyimpulkan “the best knows about turnout is that citizens of  higher 
social and economics status participate more in politics...” ( yang utama 
tentang kehadiran bahwa warga Negara yang status social dan ekonomi 
lebih berpartisipasi politik...)20 Penjelasan diatas menunjukkan hubungan 
yang meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran 
atau ketidakhadiran pemilih. 
b. Faktor Psikologis  
Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak memilih atau non-
voting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua 
kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. 
Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama 
melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak 
toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, 
kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya 
toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab,   apa   yang  
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  ibid 
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diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan 
kepentingan peroragan secara langsung, betapapun mungkin hal itu 
menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 
Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai 
kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari 
percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan 
kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir 
bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam 
setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri 
kepribadian ini adalah kefektifan personal (personal effectiveness), yaitu 
kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin 
lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa 
mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi 
sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya.  
Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor 
orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku 
nonvoting disebakan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara 
konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi21 
Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan 
atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara 
sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan 
politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau 
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 Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, The Social Bases of Politics , California : A Division of 
Wodsworth Inc, 1987, hal. 208-209 
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rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa 
aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara 
langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat 
bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka 
merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau 
kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak 
memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-
keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih.  
Para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam 
mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka 
berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness 
inilah yang disebut sebagai anomi. Sedangkan alienasi berada di luar 
apatis dan anomi. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara 
aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. 
Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik 
terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai 
sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan 
manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil 
bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, 
demonstrasi dan semacamnya. 
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c. Faktor Rasional  
Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk 
kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” 
memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang 
diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. 
Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak 
mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat 
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk 
membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama 
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.  
Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan 
politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh 
ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja 
mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-
variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik 
seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam 
mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, 
pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak 
terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. 
Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang 
dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa 
membawa perubahan yang lebih baik. Atau  ketidak   percayaan  masalah  
28 
 
akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. 
Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan 
lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.  
Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku 
pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung 
pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan 
keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari 
faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya22. 
Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson 
dan Down, “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi 
bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. 
Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika 
mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : „ Apa yang akan 
saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya 
peroleh jika saya tidak melakukannya? „ dalam suatu masyarakat yang 
jumlahnya jutaan, jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini 
adalah scenario “ free rider “ ( pengguna layanan public yang tidak mau 
memenuhi kewajibannya ) ketika non partisipasi merupakan opsi yang 
paling rasional . Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa 
„ individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan 
bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok23 
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 Muhammad, Asfar, Presiden Golput, Jakarta : Jawa Pos Press, 2004, hal. 35-51 
23
 Efriza ,Political Explore,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 516 
29 
 
D. Kerangka pemikiran 
Angka masyarakat yang tidak memilih atau golput dari pemilu ke 
pemilu terus meningkat. Dari pembahasan tulisan ini tergambar 
setidaknya ada lima faktor yang membuat orang tidak memilih mulai 
dengan faktor teknis dan pekerjaan merupakan faktor internal serta faktor 
ekternal yang terdiri dari administratif, sosialisasi dan politik. Kelima faktor 
ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput. 
Harus ada upaya yang maksimal untuk memenimalisir 
meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu. 
Karena kualitas pemilu secara tidak langsung juga dilihat dari legitimasi 
pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah 
tingkat kepercayaan rakyat. 
Teori golput yang digunakan lebih mengacu kepada teori apati dari 
Rosenberg. Teori ini digunakan untuk menganalsis fenomena golput yang 
terjadi pada pemlih Makassar, teori yang dikemukakan oleh Rosenberg 
mengenai  beberapa faktor yang mengakibatkan  calon pemilih menjadi 
golput. Pertama yakni asumsi pemilih bahwa resiko yang di tanggung 
ketika mereka memilih calon yang salah akan berakibat fatal  pada 
kehidupan sehari-harinya. Yang kedua bahwa pemilih telah beranggapan 
bahwa memilh itu adalah tindakan yang sia-sia tidak akan mempegaruhi 
kesejahtraan hidupnya.  Yang ketiga calon-calon yang maju   dalam 
pemilihan tidak memenuhi kriteria calon yang diinginkan oleh pemiih. 
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Ketiga faktor inilah yang ingin saya bahas guna menjawab rumusan 
masalah yang pertama. 
Kaitan  antara konsep golput  yang  dikemukakan sebelumnya 
dengan masalah  adalah sebagai alat analisis untuk hubungan antara 
faktor-faktor yang saya kemukakan sebelumnya dengan alasan 
sebetulnya masyarakat menjadi golput. Bagaimana pengaruh dari konsep 
tersebut apakah benar adanya bahwa konsep yang dikemukakan benar-
benar terbukti di lapangan. 
Faktor-faktor di atas dikumpulkan melalui, wawancara maupun 
pengamatan dilapangan dianalisis untuk mengetahui faktor apa yang 
menentukan atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 
menjadi golput atau tidak golput. 
Penelitian awal yang dilakukan dengan melakukan wawancara 
terhadap beberapa masyarakat khususnya calon pemilih, mereka 
terkadang golput karena kebingungan yang terjadi dimasyarakat. 
mayarakat sering kebingungan karena banyaknya calon yang 
bersosialisasi pada awalnya namun lebih banyak yang gugur. Kemudian 
masyarakat juga lelah akan parade pemilihan umum yang terjadi pada 
kisaran waktu yang agak berdempetan ini. 
 Konsep golput yang digunakan untuk memberikan batasan yang 
jelas terhadap penelitian yang akan saya lakukan. Dengan menggunakan 
konsep tersebut saya ingin melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih 
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di kota Makasar apakah masih golput yang apatis atau memang golput 
ideologis.  
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E. Skema kerangka fikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.       Lokasi Penelitian 
Penelitian  ini akan berlangsung di kota Makassar Kecamatan 
Tamalanrea. Pemilihan lokasi secara sengaja mengingat lokasi adalah 
daerah padat penduduk, pusat lokasi pendidikan di kota Makassar serta 
merupakan salah satu daerah yang memiliki angka golput tertinggi di kota 
Makassar pada pemilikan walikota tahun 2013.       
B.       Tipe Dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
menjelaskan mengenai gambaran golput pada pemilihan umum kepala 
daerah walikota Makassar 2013 di Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya golput. 
Keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan partisipasi politik 
masyarakat yang kemudian menimbulkan golput dalam setiap pilkada. 
Dasar penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian  kualitatif. Hal ini untuk menghasilkan temuan atau kebenaran, 
dimana dalam penelitian kualitatif disebut sebagai kebenaran 
“Intersubjektif“. Kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor 
yang bekerja bersama-sama, seperti budaya. Realitas kebenaran dalam 
hal ini adalah sesuatu yang “dipersepsikan“, bukan sekadar    fakta   yang  
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bebas dari konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran juga merupakan 
bangunan (konstruksi) yang disusun oleh peneliti dengan cara mencatat 
dan memahami apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan.24  
C.       Sumber Data 
a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dilapangan, melalui 
observasi dan wawancara dengan informan-informan kunci. 
b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui telaah 
pustaka melalui buku, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya 
yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini.   
D.       Teknik Pengumpulan Data 
a.  Wawancara Mendalam 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara mendalam (indeep interview) dengan 
menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk menjaga 
fokus penelitian.  Sementara yang akan menjadi informan kunci (key 
Informant) dalam penelitian ini adalah:  
Beberapa informan representatif warga makassar Kecamatan 
Tamalanrea. Informan dalam penelitian ini adalah representasi 
masyarakat Kota Makassar yang terdaftar dalam pemilihan walikota 
sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak menggunakan hak 
pilihnya khususnya warga Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
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Prasetya Irawan, 2006.Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Departemen 
Ilmu Administrasi FISIP-UI. Depok. hlm.5 
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a.  Arsip/Dokumen 
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang 
berkaitan dengan fokus penelitian selanjutnya juga akan dijadikan sumber 
data dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dapat berupa 
dokumen tertulis seperti laporan kegiatan, gambar atau foto, film audio-
visual, serta berbagai tulisan ilmiah yang dapat mendukung penelitian. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan 
pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah 
sebagai berikut : 
a. Reduksi data     
Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi dilakukan dengan 
menggunakan alat-alat yang diperlukan, seperti rekaman MP3, field note 
(catatan lapangan), dan observasi selama berada dilokasi penelitian. 
Pada tahapan ini juga sekaligus dilakukan proses seleksi, 
penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data. Proses ini 
berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, 
kategorisasi, memusatkan tema, serta menentukan batas-batas 
permasalahan. Reduksi data seperti ini diperlukan sebagai analisis awal 
yang akan menyeleksi data yang diperoleh, mempertegas serta membuat 
fokus untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.  
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Tahap selanjutnya, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil 
pengamatan lainnya, akan dituliskan lebih teratur dan sistematis. Hal ini 
untuk memudahkan penulis membaca dan mencermati data secara 
keseluruhan. Selain itu, juga memudahkan proses selanjutnya, yakni 
pengkategorisasian data dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan 
kebutuhan penelitian. Pada tahap selanjutnya, penulis akan melakukan 
proses triangulasi (check and recheck) informasi antara satu sumber 
dengan sumber lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan 
(validity) data.   
b. Sajian Data  
Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan, dengan melihat sajian 
data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan 
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun 
tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh 
dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis secara mendalam 
terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasi. Sajian data ini meliputi 
deskripsi, matriks ataupun tabel. 
c. Penyimpulan Akhir 
Dari proses pengumpulan data sebagaimana kebutuhan dalam 
penelitian ini, dan masih menjadi kesimpulan sementara, selanjutnya akan 
dicermati dan dikomentari oleh penulis untuk  mendeskripsikan serta 
menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Sebelum mengambil 
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kesimpulan dan mengakhiri penelitian, penulis akan mencermati 
sekumpulan data secara berulang. Penelitian ini akan berakhir ketika 
keseluruhan data, oleh penulis sudah dianggap mencukupi untuk 
mendukung maksud dari penelitian. Atau lebih lazim disebut sebagai fase 
kejenuhan data (saturated), dimana setiap penambahan data akan 
menimbulkan ketumpang tindihan (redundant).25 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai lokasi penelitan, yakni 
kota Makassar khususnya Kecamatan Tamalanrea. Menggambarkan 
keadaan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar secara spesifik serta 
memberika alasan mengenai lokasi penelitian yang dipipih.  
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di 
lingkungan Provinsi  Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan 
pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum  
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822  
Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah 
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.   
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama 
menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 
175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga 
yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan 
39 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1971 tentang Perubahan Batas-
batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, 
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan.   
Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang 
dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya 
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat 
yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari 
kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku 
bisnis.  Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun 
sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan 
hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1597. 
Kota terbesar di pulau Sulawesi ini memiliki wilayah seluas 175,77 
Km2. Dibagi 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota Makassar. Batas-
batas wilayah Kota Makassar yaitu : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 
km2 yang meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 971 
RW dan 4.789 RT dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas 
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wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan tersebut 
merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang paling 
kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas 
wilayah Kota Makassar. 
B.     Visi Pemerintah Kota Makassar 
Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. 
Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus 
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Dalam 
konteks itu Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Visi 2010 
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Makassar dengan rumusan : “Terwujudnya Makassar 
sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan 
Manusiawi”. Visi di atas mengandung makna : 
1. Terwujudnya Kota maritim yang tercermin pada tumbuh dan 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta 
dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun 
perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan 
kualitas lingkungan hidupnya. 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap 
bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar. 
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3. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan 
dengan dunia kerja, mampu meningkatan kualitas budi pekerti, dan 
yang relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK). 
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan 
yang dilandasi oleh martabat para aparat pemerintah kota, warga 
kota dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam 
perikehidupannya dengan menjaga keharmonisan hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan 
hubungan manusia dengan alam. 
C.     Misi Kota Makassar 
Berdasarkan visi pemerintah Kota Makassar tahun 2010 yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar 
tahun 2025, maka dirumuskan misi pemerintah Kota Makassar tahun 2010 
sebagai berikut : 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal;  
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3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat;  
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai 
agama berbasis kemajemukan masyarakat;  
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;  
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib 
lingkungan;  
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
D. Keadaan Geografis  
a.  Kota Makassar  
 Kota Makassar terletak antara 119°24‟ 17‟ 38” Bujur Timur dan 
5°8‟ 6‟ 19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan 
Kabupaten Maros, sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah 
selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas 
Wilayah Kota Makassar tercatat seluas 175, 77 km persegi yang meliputi 
14 kecamatan. Penduduk kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 
971.271 jiwa yang terdiri dari 473.974 laki-laki dan 497.297 perempuan 
sesuai data yang diperoleh dari DP4 Pemerintah Kota Makassar melalui 
Dinas Kependudukan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk 
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kota Makassar yaitu sekitar 100,20 %, yang berarti setiap 100 penduduk 
wanita seratus penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar 
dirinci menurut kecamatan.  
Pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang sangat tinggi dan 
kepadatan penduduk juga tinggi karena banyaknya masyarakat yang 
melakukan urbanisasi ke wilayah ini baik karena faktor ekonomi, 
pendidikan dan lain-lain. Populasi penduduk Kota Makassar mayoritas 
berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan 
Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan 
studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut 
Islam Muhammadiyah, NU, Jam‟ aah Tabliq, Hizbut Tahrir, Katolik dan 
Kristen Protestan serta Kristen Pantekosta selain itu terdapat juga Budha 
dan Konghuchu serta Hindu, suku terbesar di Kota Makassar adalah 
Bugis dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu serta 
etnis pendatang, Bali, Jawa, Tionghoa yang sudah mendiami ratusan 
tahun serta etnis lain. Mata pencaharian penduduk kota Makassar 
sebagian besar distruktur pemerintahan pejabat Negara dan PNS, 
pegawai Swasta retail, buruh, BUMN, Nelayan, Guru, TNI, Polri, dan 
pedagang. 
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b. Kecamatan Tamalanrea  
Setelah dilakukan Penelitian Maka didapatlah Kecamatan yang 
Memiliki tingkat Partisipasi Politik dalam Pilkada yang Paling Rendah atau 
Memiliki tingkat Golput Tertinggi di Kota Makassar yaitu Kecamatan 
Tamalanrea. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 : 
Tabel 1 :   Data Presentase Partisipasi Pemilih tiap Kecamatan pada 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 2013 
Sumber : KPU Kota Makassar 2014 
Data tersebut yang berhasil dihimpun dari KPU kota Makassar 
menunjukkan ada 14 kecamatan di kota Makassar dan kecamatan yang 
memiliki golput tertinggi pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan 2013 yaitu kecamatan 
Tamalanrea, untuk itulah kecamatan ini  akan   menjadi    lokasi     sampel  
 
No Kecamatan Presentase % Pemilih 
1 Mariso 66,56%
2 Mamajang 60,60%
3 Makassar 59,08%
4 Ujung Pandang 60,06%
5 Wajo 56,81%
6 Bontoala 62,80%
7 Tallo 62,16%
8 Ujung Tanah 69,41%
9 Panakkukang 56,49%
10 Tamalate 59,68%
11 Biringkanaya 62,58%
12 Manggala 62,65%
13 Rappocini 64,13%
14 Tamalanrea 50,18%
60,54%Rata-Rata Keseluruhan 
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penelitian di kota Makassar, sehingga nanti diperoleh hasil apa yang 
menyebabkan masyarakat memilih tiidak menggunakan hak suaranya 
dalam pemilihan sehingga menimbulkan jumlah golput yang sangat besar 
mencapai 50,18% . 
Sesuai data Statistik Makassar KecamatanTamalanrea merupakan 
salah satu dari 14 kecamatan yang berada Kota Makassar. Batas-batas 
wilayah Kecamatan Tamalanrea adalah :  
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar  
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya dan 
kabupaten Maros  
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang di 
sebelah selatan 
d.  sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panakukang 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan dengan luas 
wilayah 31,86 km² yang terbagi di daerah Pantai dan bukan pantai dengan 
topografi ketinggian antara permukaan laut. Adapun Empat Kelurahan 
daerah bukan pantai yaitu Kelurahan Tamalanrea Indah, Kelurahan 
Tamalanrea Jaya, Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa. 
Sedangkan daerah lainnya yaitu Kelurahan Parangloe dan Kelurahan Bira 
merupakan daerah pantai. Kecamatan Tamalanrea ini sendiri mempunyai 
letak jarak masing-masing tiap kelurahan ke pusat kota Makassar berkisar 
antara 4 - 10 km. Dari luas wilayah tiap kelurahan di Tamalanrea, 
kelurahan Bira memiliki wilayah terluas yaitu 9,28 km² dengan jumlah 
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penduduk 10913 jiwa, terluas kedua adalah kelurahan Parangloe dengan 
luas wilayah 6,53 km² dengan jumlah penduduk 6465 jiwa , sedangkan 
yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Tamalanrea Jaya 
yaitu 2,98 km² dengan jumlah penduduk 18781 jiwa. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Tabel 2 : 
Tabel 2 :   Nama-Nama Kelurahan dan Luas Wilayah di Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 2013. 
Sumber : BPS Kota Makassar 2014 
E. Keadaan Demografi 
Kecamatan Tamalanrea berjumlah 142.617 jiwa. Dengan jumlah 
laki-laki 72.201 jiwa dan jumlah perempuan 70.411 jiwa. Agar lebih jelas, 
komposisi penduduk Kecamatan Tamalanrea dapat lihat berdasarkan 
umur, jenis kelamin, etnis, pendidikan dan agama.  
 
 
No Kelurahan Jumlah ORW / ORT Luas Wilayah (Km2)
1 Tamalanrea 23 / 142 4,74
2 Tamalanrea Indah Sep-40 4,15
3 Tamalanrea Jaya Okt-43 2,98
4 Bira Jun-27 9,26
5 Kapasa 13 / 68 4,18
6 Parangloe Jun-21 6,53
67 / 341 31,83      Jumlah
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a. Umur dan Jenis Kelamin  
Klasifikasi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat 
dilihat pada Tabel 3 : 
Tabel 3 :     Keadaan Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Di 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tahun 2013. 
Sumber:BPS Kota Makassar 2014 
Menurut data statistik yang terakhir di Kecamatan Tamalanrea 
diketahui jumlah penduduk 104.175 jiwa yang tersebar di enam kelurahan 
yang ada. Jika dilihat dari factor jenis kelamin, maka penduduk 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 51.462 jiwa laki-laki dan 52.713 jiwa 
perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk kecamatan 
Tamalanrea hampir seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah 
perempuan. Menurut data statistik yang terakhir di kantor Kecamatan 
Tamalanrea diketahui jumlah penduduk sebanyak 104.175 jiwa yang 
tersebar diseluruh kelurahan yang ada. Jika dilihat dari faktor usia, maka 
Laki-Laki Perempuan
0-4 5.078 4.770 9.848
05-Sep 4.491 4.258 8.750
Okt-14 4.374 3.752 8.127
15-19 5.882 6.803 12.685
20-24 10.713 11.849 22.562
25-29 5.997 5.949 11.946
30-34 4.347 4.452 8.799
35-39 3.004 3.269 6.273
40-44 2.478 2.405 4.883
45-49 1.683 1.535 3.218
55-54 1.177 1.174 2.351
55-59 807 866 1.673
60-64 730 699 1.428
65+ 701 932 1.632
Jumlah 51.462 52.713 104.175
Kelompok Umur
Jenis Kelamin
Jumlah
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penduduk Kecamatan Tamalanrea lebih banyak usia dewasa 
dibandingkan anak-anak ataupun kelompok orang tua. Hal ini 
menunjukkan Kecamatan Tamalanrea mempunyai modal tenaga kerja 
yang cukup. 
b. Etnis  
Suku dan Etnis Penduduk Kecamatan Tamalanrea cukup 
bervariasi. Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea mayoritas Beretnis 
Makassar, selebihnya Bugis, Toraja, Cina dan Lain-lain. Klasifikasi 
Penduduk berdasarkan Etnis/ Suku dapat dilihat di Table nomor empat .  
Tabel 4 :  Keadaan Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis di Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 2013  
Sumber : Kantor Kecamatan Tamalanrea 2014 
Melihat Mayoritas penduduk Kecamatan Tamalanrea merupakan 
pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah 
dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat 
ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat 
mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat 
 
No Kelurahan Makassar Bugis Toraja Cina Lain-Lain 
1. Tamalanrea 5.560 4.050 3.500 266 0
2. Tamalanrea Indah 10.257 9.873 2.987 0 844
3. Tamalanrea Jaya 8.601 8.701 2.010 190 4.909
4. Bira 5.873 5.026 4.577 0 3.933
5. Kapasa 7.897 3.660 115 25 0
6. Parangloe 9.000 1.111 2 15 0
47.188 32.421 13.191 496 9686Jumlah 
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c. Pendidikan  
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana 
pendidikan yang cukup memadai maka nantinya akan membantu 
masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena 
kemajuan masyarakat sangat tergantung pada mutu pendidikan yang 
diterima generasi muda. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan 
dapat dilihat pada Tabel 5:  
Table 5 :  Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Masyarakat di 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 2013 
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2013 
Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan 
dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari tingkat 
terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana 
dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta 
pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Tamalanrea dalam mendo-
rong pembangunan bidang pendidikan.  
Tingkatan Pendidikan Jumlah Unit 
Sekolah 
Jumlah Guru/ Dosen Jumlah Siswa/ 
Mahasiwa 
Taman Kanak-kanak 26 80 937
Sekolah Dasar 30 440 10.580
SLTP/sederajat 8 429 4.798
SLTA/sederajat 7 242 3.196
Akademi/Perguruan 
Tinggi
12 16.151 42.752
Jumlah 83 17.342 62.263
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F.        Fasilitas Kecamatan  
Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secar bersama-
sama merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. 
Fasilitas rumah ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga dan fasilitas 
pendidikan harus dimiliki oleh sebuah kecamatan karena keempat hal 
tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 
manusia. Fasilitas yang ada di Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai 
berikut:  
a.  Fasilitas Rumah Ibadah  
Rumah ibadah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh 
semua umat manusia untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan di 
Kecamatan Tamalanrea sudah terdapat rumah ibadah yang mendukung 
setiap umat beragama untuk dapat melakukan ibadahnya dengan baik. 
Agar lebih jelas dapat dilihat Tabel nomor 6 : 
Tabel 6 :  Keadaan Sarana dan Prasarana Ibadah Setiap Kelurahan  
Menurut Jenisnya di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar 
Tahun 2013 
Sumber : Kantor Kecamatan Tamalanrea 2014 
No Jumlah 
1. 40
2. 18
3. 26
4. 18
5. 10
6. 5
107 9 1 117Jumlah - 
Bira 5 - - - 
Kapasa 16 2 - - 
Parangloe 10 - - - 
Tamalanrea Jaya 16 2 - - 
Tamalanrea 23 2 1 - 
Kelurahan Masjid Gereja Pura Vihara 
Tamalanrea Indah 37 3 - - 
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b. Fasilitas Kesehatan 
  Kecamatan Tamalanrea dapat dikatakan telah peduli tentang 
kesehatan. Dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas yang disediakan oleh 
pemerintah telah terdapat rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu 
dan rumah bersalin serta posyandu. Agar mendapat gambaran yang lebih 
jelas, dapat dilihat pada Tabel 7 : 
Tabel 7 :   Keadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Berdasarkan 
Jenisnya  di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 
2013. 
Sumber : BPS Kota Makassar 2014 
 
 
 
 
 
No Kelurahan 
Rumah sakit 
umum / 
Puskesmas Pustu 
Rumah 
bersalin 
Posyandu 
1 Tamalanrea 
indah 
1 1 - 1 7
2 Tamalanrea jaya - - 1 1 9
3 Tamalanrea - 1 - 4 16
4 Kapasa - 1 - - 10
5 Parangloe - - 1 - 7
6 Bira - 1 - - 6
1 4 2 6 55Jumlah 
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c. Fasilitas Olah Raga  
Fasilitas olahraga juga terdapat di kecamatan ini. Adapun keadaan  
sarana dan prasarana olahraga di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar dapat di lihat padat Tabel 8 :  
Tabel 8 : Keadaan  Sarana Dan Prasarana Olahraga di Kelurahan     
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 
2013 
          
       Sumber : Kantor Camat Tamalanrea 2014 
 
d. Sarana Pendidikan 
Dari segi sarana pendidikan pada Kecamatan Tamalanrea, sekolah 
dari tingkat TK sampai SLTA, meskipun belum terdapat perguruan tinggi. 
Adapun keadaan prasarana pendidikan dapat dilihat pada Tabel 9 : 
Tabel 9 :   Keadaan  Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan 
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 
2013 
                 
       Sumber : Kantor Camat Tamalanrea 2014 
 
No Jenis Fasilitas Olahraga Jumlah
1 Lapangan Sepak Bola 5
2 Lapangan Bulu Tangkis 32
3 Lapangan Volly 27
4 Tenniss meja 29
5 Sepak Takraw 7
6 Lapangan Tennis 8
No Jenis Fasilitas Pendidikan Jumlah
1 Perguruan Tinggi 14
2 SLTA/ sederajat 10
3 SLTP/ sederajat 6
4 SD/ sederajat 28
5 TK 33
6 TPA 46
53 
 
G.  Organisasi-Organisasi Kecamatan 
Kebutuhan akan organisasi pada dasarnya adalah kebutuhan 
terhadap adanya intreraksi sosial yang menyatu dalam kelompok. Selain 
masyarakat itu sendiri sebagai sebuah organisasi yang terbesar, ada juga 
organisasi lain yang terdapat dalam suatu masyarakat yang lahir dari 
adanya kebutuhan yang beranekaragam. Organisasi masyarakat yang 
terbentuk dalam lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar dapat di lihat pada Tabel 10 : 
Tabel 10 : Keadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan 
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar 
Tahun 2013 
                 
           Sumber : Kantor Camat Tamalanrea 2014 
 
Organisasi yang terbentuk dalam kelembagaan politik yaitu Partai-
Partai Politik yang memiliki pengurus cabang di Kecamatan Tamalanrea 
maupun pengurus ranting di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan 
Tamalanrea sebagai berikut: Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat 
(HANURA), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kesejahteraan Sosial 
(PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi 
No Jenis Organisasi Kecamatan Jumlah
1 Organisasi Perempuan 11
2 Organisasi Pemuda 16
3 Organisasi Karang Taruna 4
4 Organisasi Profesi 27
5 Organisasi Majelis Taklim 51
6 LPM 6
7 Organisasi Kegiatan Gotong Royong 26
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(PBR), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Organisasi yang terbentuk dalam kelembagaan ekonomi yaitu lembaga 
yang meningkatkan perekonomian di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat 
pada Tabel 11 :  
Tabel 11 : Keadaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi di Kelurahan 
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Tahun 
2013 
                    
    Sumber : Kantor Camat Tamalanrea 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Sarana dan Prasarana Ekonomi Jumlah
1 Koprasi 7
2 Pasar 1
3 Industri Makanan 7
4 Industri Kerajinan 14
5 Industri Pakaian 7
6 Industri Meubel 16
7 Industri Perdagangan 102
8 Warung Makan 112
9 Warung Kelontong 400
10 Bengkel 45
11 Toko Swalayan 32
12 Percetakan 14
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H.       Struktur Pemerintahan Kecamatan  
Sesuai dengan Perda No 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kecamatan Serta PP. No 41 tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka struktur pemerintahan Kecamatan Tamalanrea adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2.   Struktur Orgsnisasi Pemerintahan Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar Tahun 2014. 
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a.  Sruktur Organisasi  
Struktur organisasi, tata kerja dan hubungan kerja Pemerintah 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, telah diatur oleh Pemerintah Kota 
Makassar dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 
Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan di Kota 
Makassar Sebagai realisasi pelaksanaan PP 41 Tahun 2007. Adapun 
gambaran singkat mengenai uraian tugas pokok dan fungsi dalam struktur 
organisasi Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai berikut: 
b. Camat 
Kecamatan Tamalanrea dipimpin oleh seorang camat, untuk 
membantu tugas pokok dan fungsinya seorang dalam menjalankan roda 
pemerintahan ia dibantu oleh Sekretaris Camat yang membawahi 
Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan 
Perlengkapan, Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, 
Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pengelolaan Kebersihan. 
c. Sekretariat Camat 
Tugas pemerintahan kecamatan berpedoman pada Peraturan 
Walikota Makassar Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor 
Sekretariat Kecamatan Tamalanrea diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 
bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kecamatan. 
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2. Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi-fungsi sebagai 
berikut: 
a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian. 
b. Pelaksanaan urusan keuangan, urusan perlengkapan 
c. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga.  
d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Dalam Pasal Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2009 
diatur ketentuan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai 
berikut: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan ketatausahaan, mengelola administrasi 
kepegawaian dan melaksanakan urusan kerumah tanggaan 
kecamatan. 
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memiliki fungsi-fungsi: 
a. Menyusun rencana kerja, mengatur urusan ketatausahaan. 
b. Melakukan urusan kerumahtanggaan kecamatan. 
c. Membuat usul kenaikan pangkat, gaji, mutasi, dan pensiun 
e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Berikutnya dalam Pasal 4 peraturan tersebut diatur tugas pokok 
dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang berbunyi  
sebagai berikut: 
1. Sub Bagian Keuangan dan Pelengkapan mempunyai tugas 
melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. 
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2. Pelaksanaan tugas pokok tersebut miliki fungsi-fungsi sebagai 
berikut : 
a. Menyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. 
b. Meyiapkan Rencana KADPA sebagai bahan konsultasi ke 
Bappeda. 
c. Menyusun realisasi perhitungan anggaran perbendaharaan dinas. 
d. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan. 
f.     Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 
2009 telah diatur ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Seksi 
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut: 
1. Seksi ini mempunyai tugas menyusun rencana penyelenggaraan 
pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, kerukunan hidup 
beragama, pembinaan administrasi kelurahan dan kependudukan, 
pembinaan ketertiban masyarakat, peleaksanaan koordinasi dan 
pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas, serta penegakan 
perda. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Umum salah satu fungsinya adalah, 
melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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g.   Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 
2009  diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat sebagai berikut: 
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan 
rencana dan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya 
adalah,  melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan 
perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya. 
h. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 
Dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 
2009  diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Perekonomian dan 
Pembangunan sebagai berikut:  
1. Seksi ini mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana 
dan penyelengaraan pengembangan perekonomian wilayah 
kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi dan 
pemungutan pajak dan retribusi, dan pengembangan perindustriaan 
dan perdagangan serta pengembangan pembangunan, swadaya 
masyarakat, pembinaan dan penanggulangan kerusakan 
lingkungan dan pengawasan bangunan dan resetlemen 
pemukiman. 
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2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya 
adalah, Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan 
perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi. 
i. Seksi Kesejahteraan Sosial 
Dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 
2009  diatur ketentuan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial 
sebagai berikut: 
1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun 
rencana pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi 
kemasyarakatan, penanggulangan bencana dan masalah sosial, 
koordinasi KB dan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, 
generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut salah satu fungsinya 
adalah, menyusun program kerja berdasarkan tugas pokok dan 
melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan 
yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Tabel 12 : Nama-Nama Lurah Berdasarkan Tiap Kelurahan Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar 2014 
Sumber: kantor kecamatan tamalanrea 2014 
Kecamatan Tamalanrea mempunyai 6 Kelurahan, setiap Kelurahan 
dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab langsung kepada 
Camat. 
I.         Keadaan Politik Kota Makassar 
Pemilihan umum Waliokota Makassar 2013 dilaksanakan pada 18 
September 2013 untuk memilih Walikota dan wakil Walikota Makassar, 
Sulawesi Selatan, Indonesia untuk masa bakti 2013-2018. Terdapat 10 
pasangan calon yang mendaftar ke KPUD Kota Makassar. Ini merupakan 
jumlah pasangan yang termasuk banyak dibanding pemilihan di daerah 
lain. Terdapat 4 pasangan calon yang melalui jalur perseorangan 
(independen), 5 pasangan calon yang mendapat dukungan partai politik, 
dan 1 pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik non 
parlemen. 
 
No Nama Kelurahan Nama Lurah 
1 Tamalanrea Drs.Amiruddin 
2 Tamalanrea Jaya M.Iskandar Lewa , S.STP 
3 Tamalanrea Indah Muh.Sardini, S.Sos 
4 Kapasa Andi Husni , S.STP, M.si 
5 Bira Sapran .AP 
6 Parangloe H.Muhammad Amir , S.Sos 
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a. Nomor Urut, Pasangan Calon Serta Partai Pendukung Kandidat 
Pemilihan Walikota Makassar 
KPUD Kota Makassar telah menetapkan sepuluh pasang kandidat 
peserta Pilwalkot Makassar 2013. Pada 25 Juli lalu, KPUD telah mengundi 
nomor urut peserta Pilwalkot Makassar 
Tabel 13 : Nomor Urut, Pasangan Calon Serta Partai Pendukung Kandidat 
Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 
Sumber: KPU kota Makassar 2014 
 
 
No Urut Pasangan calon Pendukung
Adil Patu
Isradi Zainal
Supomo Guntur
Kadir Halid
Rusdin Abdullah
Idris Patarai
Herman Handoko
Latief Bafadhal
Erwin Kallo
Hasbi Ali
Tamsil Linrung
Das'ad Latief
Muhyin Muin
Syaiful Saleh
Danny Pomanto
Syamsu Rizal
Irman Yasin Limpo
Busrah Abdullah
10. Apiaty Amin Syam
Zulkifli Gani Ottoh
koalisi 20 parpol non 
parlemen
7. Independen
8. Partai Demokrat, PBB
9. PAN, PPP
4. Independen
5. Independen
6. PKS, Hanura, PBR
1. PDK, Partai Gerindra
2. Partai Golkar, PDIP
3. Independen
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b. Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar Pada Pemilihan Walikota Kota 
Makassar 2013 
Tabel 14 :    Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar pada Pemilihan Walikota 
Makassar 2013 
Sumber : KPU kota Makassar  2014 
 
 
 
LAKI-LAKI PEREMPUAN  JUMLAH
1 MARISO 19.050 20.379 39.429 96
2 MAMAJANG 20.943 22.719 43.429 106
3 MAKASSAR 30.346 31.596 61.942 148
4 UJUNG PANDANG 10.202 11.095 21.297 49
5 WAJO 13.119 13.476 26.595 63
6 BONTOALA 18.957 19.983 38.940 95
7 TALLO 46.624 47.203 93.845 211
8 UJUNG TANAH 16.235 16.878 33.113 77
9 PANAKKUKANG 49.287 51.203 100.490 250
10 TAMALATE 61.682 63.832 125.514 287
11 BIRINGKANAYA 61.846 65.232 127.078 289
12 MANGGALA 42.856 44.382 87.238 200
13 RAPPOCINI 52.640 56.537 109.177 245
14 TAMALANREA 37.050 38.620 75.670 184
TOTAL 480.855 503.135 983.990 2.300
JUMLAH TPS
PEMILIH TERDAFTAR
No. Urut NAMA KECAMATAN
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c. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Walikota 
Makassar 2013 
Tabel 15 : Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Makassar 2013 
Sumber : KPU Kota Makassar 2014 
 
 
Kandidat Partai Suara %
Adil Patu-Isradi Zainal
PDK, Partai 
Gerindra
14.556
Supomo Guntur-Kadir Halid Partai Golkar, PDIP 84.153
Rusdin Abdullah-Idris 
Patarai
Independen 23.846
Herman Handoko-Latief 
Bafadhal
Independen 2.930
Erwin Kallo-Hasbi Ali Independen 5.489
Tamsil Linrung-Das’ad 
Latief
PKS, Partai Hanura, 
PBR
93.868
Muhyin Muin-Syaiful Saleh Independen 56.607
Danny Pomanto-Syamsu 
Rizal
Partai Demokrat, 
PBB
182.424 31,18%
Irman Yasin Limpo-Busrah 
Abdullah
PAN, PPP 114.032
Apiaty Amin Syam-Zulkifli 
Gani Ottoh
20 parpol non 
parlemen
7.326
587.291
403.533
990.824 100%
990.824
Suara sah
Tidak sah/golput
Total
Pemilih terdaftar
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d. Jumlah kursi tiap partai pada pemilihan legislatif DPRD sulawesi-
selatan 2014 
Tak lama berselang setalah dilangsungkannya pemilihan kepala 
daerah walikota Makassar 2013 pada 9 April kemarin diselengarakan 
pemilihan legislatif. Berikut ini perolehan kursi di DPRD sulawesi-selatan 
masing-masing partai. 
Tabel 16 : Perolehan Kursi Di DPRD Sulawesi-Selatan Masing-Masing 
Partai pada 9 April 2014 
 
Sumber : KPU kota Makassar  2014 
 
 
 
 
 
No Nama Partai Jumlah Kursi di DPRD
1 Golkar 18
2 Gerindra 11
3 Demokrat 11
4 PAN 9
5 NasDem 7
6 Hanura 7
7 PKS 6
8 PPP 6
9 PDIP 5
10 PKB 4
11 PBB 1
12 PKPI 1
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dianalisis data yang diperoleh melalui 
wawancara langsung kepada beberapa informan di Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar, terdiri dari masyarakat biasa hingga tokoh 
masyarakat khususnya golput. Data yang akan disajikan dan dianalisis 
adalah gambaran golput yang ada di kota Makassar dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat menjadi golput pada pemilihan kepala daerah 
yakni walikota dan wakil wali kota Makassar. 
A. Gambaran Golongan Putih Di Kota Makassar pada Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Walikota Makassar 2013 di Kecamatan 
Tamalanrea 
Pada sub Bab ini akan di jelaskan mengenai hasil wawancara serta 
analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai gambaran golput di 
Makassar khususnya di Kecamatan Tamalanrea pada pemilihan umum 
kepala daerah walikota Makassar 2013. Terdapat tiga jenis golput yang 
ditemukan dalam masyarakata Makassar khususnya di Kecamatan 
Tamalanrea yakni golput ideologis, golput politis serta golput pragmatis 
berikut di jabarkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis golput yang terdapat 
di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.  
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1. Golput ideologis 
Indra J. Piliang menyatakan Dalam buku Political Explore26, bahwa 
golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-
partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan 
aspirasi orang-orang yang kemudian golput. golput ideologis, yakni segala 
jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. 
Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan 
anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah 
elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput 
jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari 
rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan 
dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, 
hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. 
Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu. 
Demikian pula dalam kasus Kota Makassar terdapat masyarakat 
yang berada dalam jenis golput ideologis dimana mereka sudah tidak 
percaya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh negara dan memilih 
untuk golput. Mereka juga cenderung melihat sisi negatif dari sistem 
pemerintahan serta para pemimpin yang menurut mereka tidak sesuai 
dalam menjalankan pemerintahan hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
pada Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar. 
                                                             
26
 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 545 
68 
 
“saya sudah golput sejak lama. Alasan saya golput cukup 
sederhana, saya tidak merasa percaya terhadap setiap kebijakan 
yang dihasilkan pemerintah serta sistem yang tidak berjalan 
dengan semestinya membuat saya meragukan segala hal 
menyangkut pemerintahan. Seperti misalnya kebijakan yang sering 
tumpang tindih satu sama lain serta citra negatif para wakil rakyat 
membuat saya enggan untuk mepergunakan hak pilih saya”27 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa walaupun golput 
ideologis terbilang sebagai jenis golput yang minoritas namun 
keberadaanya di tengah jenis golput yang terdapat di Makassar hal ini 
tidak dapat dibiarkan begitu saja. Beberpa informan yang meberikan 
pernyataan dapat mengacu dan searah pada golput ideologis ini sehingga 
dapat disimpulkan bahwa golput ideologis juga terdapat di kalangan 
masyarakat Makassar terutama di Kecamatan Tamalanrea. 
2. Golput politis 
Pada pemilihan umum kepala daerah walikota Makassar 2013 
angka partisipasi pemilih cukup meningkat di bandingkan pada pemilihan 
gubernur namun, keberadaan golput tetap saja dapat mengalahkan 
perolehan suara pasangan walikota terpilih. Tingginya angka golput yang  
terjadi di Kota Makassar bukan lagi hal baru, angaka partispasi pemilih ini 
jika dilihat dari pemilihan gubernur yakni 60, 54 % hingga pemilihan 
walikota yakni 61,79 % tidak meningkat dengan pesat.
28
  
Pada pemilihan walikota Makassar yang diikuti oleh 11 pasang 
kandidat dengan berbagai macam partai yang mengusung serta terdapat 
juga pasangan yang mencalonkan diri secara independen. Banyaknya 
                                                             
27
 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang mahasiswa). Rezki yang dilakukan pada 
tgl 2 mei 2013 di kelurahan tamalanrea indah 
28
 Data KPU kota makassar 2013 
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calon yang di tawarkan pada pemilihan walikota sebagian masyarakat 
malah menganggap ini cukup sulit untuk mengenali tiap-tiap kandidat. 
Terjadi kebingungan dalam masyarakat yang berdampak cukup negatif 
terhadap partisipasinya pada pemilihan walikota. Beberapa masyarakat 
ingin mengenal figur pasangan calon lebih mendalam namun, mereka 
kadang tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut. Hal ini juga 
berpengaruh dalam sikap memilih masyarakat sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan pada Kelurahan Tamalanrea Indah, 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya golput karena tidak ada calon yang pernah berkunjung 
langsung di sekitar lingkungan ini. Apa kira-kira yang akan mereka 
kembangkan atau benahi pada daerah sekitar lingkungan ini apa bila 
mereka tidak pernah berkunjung secara langsung. Rata-rata 
pasangan calon hanya konvoi saat berkampanye tapi tidak pernah 
berkunjung secara langsung dan bertanya pada masyarakat hal apa 
yang perlu dibenahi di daerah mereka. Masayarakat sebetulnya butuh 
figur yang dekat dengan mereka bukan figur yang sibuk konvoi sambil 
melambaikan tangan dari atas mobil” 
 Dari hasil wawancara di atas dapat juga dilihat bahwa masyarakat 
memiliki sikap politik yang jelas bahkan mereka yang golput memiliki 
alasan yang jelas mengapa mereka memilih untuk golput. Figur yang 
didambakan oleh masyarakat belum tercermin dalam pasangan calon 
yang mengajukan diri dalam pemilihan walikota 2013 ini sehingga, 
masyarakat merasa kurangnya kedekatan dengan calon  pasangan  yang  
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akan mereka pilih dan akan memimpin mereka selama satu periode. 
Golput dalam kategori ini seperti halnya yang dikatakan oleh Eep 
saefullah fatah dalam golongan golput politis.29 
Demikian pula yang dikemukakan oleh Indra J Piliang dalam 
Political Xplore30 yakni dalam pembagiannya tentang golput, golongan ini 
termasuk dalam bagian masyarakat yang golput politis. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara sebelumnya dimana informan tersebut 
sesungguhnya masih percaya pada negara juga pada pemilu, namun 
mereka kecewa terhadap cara kampanye yang dilakukan oleh calon. Para 
calon yang berkampanye hanya berdiri di atas mobil sambil melambaikan 
tangan dengan melakukan konvoi di daerah Makassar. Masyarakat ingin 
lebih mngenal calon-calon yang ada dan mereka berharap para kandidat 
akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi mereka. 
Masyarakaat dalam golongan ini  kemungkinan   menginginkan  kandidat 
 yang turun langsung seperti yang dilakukan jokowi. Hal ini dikemukakan 
oleh salah satu pemilih golput pada hasil wawancara yang dilakukan pada 
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
“ saya tidak suka dengan caranya kampanye para kandidat. 
Mereka hanya sibuk pencitraan, pasang baliho kiri dan kanan, serta 
memperbanyak iklan di TV ataupun di surat kabar. seandainya ada 
salah satu kandidat yang cara kampenyenya seperti jokowi pasti saya 
tidak akan golput. Cara kampanye yang dekat dengan masyarakat 
serta bersahaja.”31 
 
                                                             
29
 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 
30
 ibid 
31
 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang perawat). Hj. Nuryani Halid yang 
dilakukan pada tgl 2 mei 2013 di kelurahan tamalanrea RT/RW 006/016 
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Pada hasil wawancara ini terdapat pula ketokohan yang di jadikan 
standarisasi oleh pemilih. Masyarakat cukup terkesan dengan kegiatan 
yang dilakukan oleh Jokowi sehingga mereka mengharapkan hal yang 
sama terhadap para kandidiat yang ada di pemilihan walikota Makassar. 
Namun ketika mereka tidak menemukan sosok yang serupa ataupun 
mendekatinya mereka akan lebih memilih untuk golput.  
Kebingungan yang dialami masyarakat dalam pemilihan ini bukan 
dikarenakan mereka tak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik namun 
mereka tidak sempat mengenal satu per satu calon yang maju dalam 
pemilihan. Masyarakat mungkin dapat mengenali hanya nama serta 
nomor urut dari pasangan tertentu namun tidak mengenal secara 
mendalam visi dan misi apa yang diajukan oleh masing-masing pasangan 
sehingga mereka mengalami kebingungan. Hal ini dikemukakan oleh 
salah satu pemilih golput pada hasil wawancara yang dilakukan pada 
kecamatan tamalanrea kelurahan tamalanrea raya. 
“saya sebetulnya mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 
pemilihan walikota ini namun, saya belum terlalu mengerti dan 
mengenal baik setiap pasangan calon serta visi dan misi yang di 
usung sehingga saya merasa belum menemukan pilihan yang tepat 
menurut saya. Kemudian program-program serta visi misi yang di 
berikan oleh pasangan calon belum ada yang terlalu mengena dalam 
kepentingan saya jadi saya memutuskan untuk golput”32 
 
 
                                                             
32
 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang wirasuasta). Syamsuddin yang 
dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea Raya 
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Mengingat pemilih golput dengan alasan sosial ekonomi ini 
terbilang matang dalam segi ekonomi dan pendidikan sehingga mereka 
sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan dan ketika mereka tidak 
menemukan pasangan yang menjadi representasi dari kepentingannya 
mereka akan lebih memilih untuk golput. Hal ini penulis  temukan pada 
hasil wawancara salah satu informan dari Kelurahan Bira, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya cukup bingung ketika banyak sekali calon yang maju. 
Pada awal pencalonan ada kira-kira 30 oarng lebih yang mencalonkan 
namun ketika mendekati hari H tiba-tiba tinggal 11 pasang padahal 
diantara yang mengundurkan diri ada yang ingin saya pilih jadi saya 
lebih baik golput saja. Karena calon yang lain saya tidak suka”33 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat 
disimpulkan bahwa tingginya angka golput juga diakibatkan oleh 
kebingungan masyarakat itu sendiri meskipun hal tersebut hanya terjadi 
pada kalangan minoritas dan masyarakat yang kurang berpendidikan. Hal 
ini digolongkan dalam golput politis oleh Eep Saefulloh Fatah34. Dalam 
golput politis yang dikemukakan oleh Eep masyarakat  yang   tak     punya  
pilihan dari kandidat yang tersedia sehingga menyebabkan mereka golput. 
Meskipun golput dalam golongan ini terbilang kelompok minoritas namun 
hal tersebut tak boleh luput dari perhatian.  
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang pedagang). Nurjannah yang dilakukan 
pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan Bira RT 002 / RW 005  
34
 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 (lihat hal 13) 
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3. Golput pragmatis 
Terdapat juga alasan pemilih yang enggan menggunakan hak 
pilihnya dengan alasan terlalu banyak pemilu yang diselenggarakan. 
Terjadi kejenuhan memilih di kalangan masyarakat yang merasa bahwa 
pemilu yang diadakan terlalu banyak dan beranggapan bahwa seharusnya 
pemilu di laksanakan secara serentak.  Hal ini sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh salah satu informan yang di wawancarai pada 
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya sudah memilih pada pemilihan kemarin jadi saya sudah 
malas memilih pada pemilihan sekarang, lagi pula tidak akan kalah 
salah satu pasangan calon apabila cuman saya yang tidak memilih. 
Tidak terlalu penting apabila satu suara seperti saya tidak digunanan. 
Tidak akan berpengaruh”35 
Hasil wawancara di atas terlihat jelas salah satu alasan masyarakat 
tidak memilih karena jenuh terhadap pemilihan. Namun pada hasil 
wawancara tersebut juga terdapat sifat apatis yang di tunjjukan oleh 
informan. Masyarakat beranggapan bahwa suara mereka tidak terlalu 
penting dalam pemilihan. Mereka merasa tidak akan mempengaruhi 
jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang tidak ikut dalam 
pemilihan  hal ini  sesuai  dengan   yang   dikemukakan   oleh  Rosenberg  
sebagai salah satu alasan mengapa seseorang enggan untuk memilih 
yakni mereka beranggapan bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.36 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang IRT). Hj cahaya yang dilakukan pada 
tgl 1 mei 2013 di kelurahan Bira 
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Michael rush dan althoff, pengantar sosiologi politik, PT Rajawali, Jakarta, 1989, hal.131 ( Lihat 
Hal. 19-20) 
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Masyarakat dalam golongan ini pula yang di maksud oleh Indra J 
Piliang37 dalam Politikal Xplore sebagai golput pragmatis, yakni masyrakat 
yang mengkalkulasi untung dan rugi yang mereka peroleh bila mengikuti 
pemilu. Mereka cenderung memandang setengah-setengah dalam proses 
pemilu yang diselenggarakan. 
Masyarakat juga cenderung tidak memilih dikarenakan kejenuhan 
yang terjadi. Banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu 
yang berdekatan menjadi penyebab utama terjadinya kejenuhan. Tidak 
jarang pula masyarakat yang golput bingung dengan pemilu yang 
diadakan. Mereka sering beranggapan bahwa pemilu yang diadakan 
sebelumnya sama saja dengan pemilu yang sedang berlangsung. Pemilih 
yang awam akan politik tidak jarang golput karena beranggapan setelah 
memilih pada pemilihan sebelumnya mereka tidak perlu lagi datang 
memilih. Hal ini penulis temukan ketika melakukan wawancara terhadap 
salah satu informan dari Kelurahan Tamalanrea,Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar.  
“pemilihan umumnya terlalu banyak. Kami juga punya kegiatan 
lain bukan cuman memilih. Lagipula seharunya kalo bisa kenapa 
pemilihan kepala daerah dan yang lainnya di laksanakan serentak 
saja supaya tidak menghabiskan uang negara dan juga masyarakat 
tidak bosan setiap berapa bulan harus diadakan pemilihan lagi”38 
Pada hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 
kejenuhan memilih yang dirasakan masyarakat dengan pemilihan umum 
yang beruntun. Juga terdapa pemikran rasional yang dilakukan oleh 
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 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 (lihat hal 12) 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang karyawan swasta). Khaeruddin basir 
yang dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea RT 005/ RW 008 
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pemilih bahwasanya masih banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan 
dari pada meliburkan hari kerja hanya untuk datang memilih. Serta 
pemikiran mereka terhadap pemilihan umum yang terlalu sering 
dilaksanakan dapat menghamburkan uang negara dikarenakn 
pelaksanaanya yang memakan waktu berbulan-bulan serta membutuhkan 
banyak tenaga. 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Golongan Putih 
pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota Makassar 2013 
Pada sub Bab ini akan dibahas mengenai hasil wawancara serta 
analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya golput di kota Makassar khususnya  Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. Faktor yang dikemukakan oleh penulis ada 
tiga yakni, faktor pertama faktor sosial-ekonomi. Faktor ini mengemukakan 
alasan mengapa masyarakat yang lebih berpendidikan cenderung golput. 
Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Indra J Piliang sebagai 
golput politis. Faktor yang kedua, yakni faktor psikologis diamana faktor ini 
mengemukakan alasan atas segala bentuk penolakan yang dilakuakan 
oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk golput. Hal 
ini serupa dengan yang dilakukan oleh oleh Indra J Piliang sebagai golput 
ideologis. Faktor yang ketiga, yakni faktor rasional diamana faktor ini 
memperhitungkan untung ruginya jika hendak ke TPS untuk memilih. Hal 
ini serupa dengan golput pragmatis yang dikemukakan oleh Indra J 
Piliang. 
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a. Faktor Sosial Ekonomi. 
Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan seseorang enggan untuk datang ke TPS untuk memilih. 
Sebagian besar berpendapat bahwa pergi ke TPS hanya untuk mencoblos 
tidak terlalu efektif. Sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan lebih 
tinggi serta berpendidikan lebih tinggi cenderung apatis terhadap 
pemilihan. Mereka berpendapat bahwa pemilihan tidak akan merubah 
status sosial mereka sehingga pergi ke TPS hanya hal yang dianggap 
sepele bagi mereka. Faktor sosial ekonomi itu sendiri mencakup keadaan 
dari segi sosial yakni pendidikan orang tersebut serta faktor ekonmi yakni 
masyarakat golongan menegah ke atas. 
Adanya anggapan bahwa datang ke TPS untuk memilih hanyalah 
sebuah tindakan yang tidak produktif tergambar dalam hasil wawancara 
dengan salah satu informan dari Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
Kec. Tamalanrea Kel. Tamalanrea yang beranggapan bahwa : 
“saya tidak terlalu peduli dengan pemilihan umum, lagipula 
apabila saya datang memilih siapa yang akan menjaga warung, ada 
juga banyak kegiatan yang saya harus ikuti. Kemudian antrian untuk 
memilih Terlalu lama . Masih banyak yang harus saya kerjakan selain 
memilih pada pemilihan umum.”39 
Pada hasil wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa masyarakat 
secara tidak langsung memprotes sistem atau proses pemilihan umum 
yang diselenggarakan. Protes yang dilakukan ini dalam bentuk tidak 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang pedagang). Syahrani  yang dilakukan 
pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamanrea 
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berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan. Hal ini 
sebelumnya telah dikemukakan oleh Indra J Piliang dalam Political 
Xplore40 bahwa dalam kasus ini masyarakat yang golput politis yakni 
kelompok yang masih percaya kepada negara serta pemilihan umum, 
namun memilih golput dikarenakan preferensi politik yang berubah atau 
akibat sistem yang merugikan mereka. 
Sebagian besar orang beranggapan bahwa masyarakat dengan 
tingkat ekonomi lebih rendah cenderung golput dikarenakan mereka lebih 
memilih untuk melakukan pekerjaan mereka dari pada datang ke TPS 
untuk memilih namun pada kenyataanya masyarakat golongan ekonomi 
menegah ke atas akan lebih cenderung bersikap apatis terhadap golput 
dikarenakan kesibukan mereka. Hal ini  senada dengan hasil wawancara 
yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar.  
“saya akan memilih pada pemilihan ini. Saya sudah memiliki 
pasangan calon yang saya unggulkan. Meskipun saya hanya 
seorang security namun semoga suara saya dapat bermanfaat dan 
dapat memenangkan pasangan calon yang saya pilih. Lagi pula 
libur satu hari juga tidak akan berpengaruh terlalu besar pada 
penghasilan saya apa salahnya memberikan suara satu hari untuk 
masa depan lima tahun”41 
 
Dari dua hasil wawancara di atas dapat dibuktikan bahwa golput 
tidak hanya cenderung berasal dari kalangan menengah ke bawah ada 
pula kalangan masyarakat dengan status sosial yang agak bawah sangat 
bersemangat dalam menyalurkan hak suara yang dimilikinya. Hal ini juga 
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 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 (lihat hal12) 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang security). arman yang dilakukan pada 
tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea indah 
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dapat di buktikan dalam salah satu hasil survey yang dilakukan oleh salah 
satu lembaga survey di Kota Makassar yakni IDEC (indonesian 
developmen engeneering consultant). 
Dari hasil temuan IDEC (indonesian developmen engeneering 
consultant) ketika melakukan penelitian menyangkut sikap pemilih pada 
pemilihan walikota kota Makassar April-September, sebesar 20,25 %  
profil responden yang menyatakan secara terbuka sejak bulan April, akan 
memilih menjadi golongan putih (golput) adalah dari kalangan 
menengah.42 
Masyarakat yang berprilaku seperti ini sesuai dengan golongan 
pertama pada pendapat Novel Ali yakni di Indonesia terdapat dua 
kelompok golput. Pertama, adalah kelompok golput awam, yaitu mereka 
yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, 
tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan 
politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya 
sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, adalah kelompok golput pilihan 
Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam 
pemilu benar-benar karena alasan politik43 
Kemudian faktor sosial itu sendiri mencakup pada tingkat 
pendidikan serta pergaulan dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang 
golput dikarenakan tingkat pendidikan bisa dikatakan sebagai kelompok 
golput pilihan yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya 
                                                             
42
 Lihat Rahmad M arsyad. Perang kota (studi politik lokal dan kontestasi elite boneka) Hal. 56-57 
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  Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22 
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dikarenakan alasan politik seperti mereka tidak percaya lagi dengan partai 
politik demikian juga aktor yang berperan didalamnya hal ini sesuai 
dengan pendapat yang di kemukan oleh Mufti Mubarak,” bahwa bagi 
masyarakat, sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas 
parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi.44 Hal ini 
sesuai dengan hasil wawancara yang telah di lakukan di Kelurahan 
Tamalanrea, Kecamatan,Tamalanrea Kota Makassar. 
“saya sudah tidak percaya sama partai politik karena menurut 
saya belum ada partai politik yang mampu mewakili aspirasi dan 
harapan saya. Lagipula di indonesia sangat jarang ditemukan partai 
ID yang mampu mempertahankan ideologinya.Yang banyak di 
temukan pada kondisi indonesia sekarang adalah partai cacth all yang 
hanya bertujuan menggalang suara sebanyak mungkin, sehingga 
kurang memperhatikan tujuan utama dari partai politik itu sendiri dan 
sekarang ini jarang partai politik yang melakukan fungsinya yaitu 
pendidikan politik yang mereka lakukan hanyalah sosialisasi politik 
terus-menerus”45 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih 
menganalisis lebih dalam sebelum menentukan pilihannya sehingga 
ketika mereka belum menemukan sosok partai dan aktor yang dapat 
mewakili keinginan mereka, mereka akan lebih memilih untuk tidak 
mempergunakan hak pilihnya. Mayoritas masyarakat yang memiliki 
pendidikan lebih tinggi akan menelaah lebih dalam kepada partai dan 
aktor yang mencalonkan diri namun belum adanya yang memenuhi 
kriteria itu sendiri dapat menyebabkan mereka untuk lebih memilih golput. 
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 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 (lihat hal 13) 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang guru). Abd gaffar  yang dilakukan pada 
tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea  RT 003/ RW 010 
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Hal ini dapat dilihat pula apabila masyarakat dengan tingkat pendidikan 
lebih rendah akan lebih cenderung golput awam sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan di Kelurahan Kapasa, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
 “saya tidak memilih karena tidak terlalu mengerti apa 
sebetulnya yang harus dilakukan ketika memilih. Saya juga tidak 
terlalu mengerti apabila ada pemaparan visi misi yang dilakukan 
oleh pasangan calon jadi lebih baik saya golput. Saya juga tidak 
terlalu peduli  dengan pemilihan seperti ini”46 
 
Dari dua hasil wawancara yang diuraikan sebelumnya dapat di 
bandingkan alasan mereka golput. Alasan masyarakat dengan pendidikan 
menengah ke atas akan lebih kepada analisis pasangan calaon ataupun 
visi misi calon namun, alasan yang di kemukakan oleh kalangan yang 
cenderung lemah dalam hal pendidikan akan lebih kurang jelas serta tidak 
mengandung unsur analisis didalam alasan mereka untuk memilih untuk 
golput. 
Keadaan partai politik serta aktor yang berperan didalamnya sering 
kali tidak memenuhi keinginan masyarakat serta menamipilkan hal-hal 
yang membuat masyarakat lebih memilih untuk tidak mempergunakan hak 
pilihnya pada pemilihan yang akan datang. Hal ini sesuai dengan 
pendapat dari kacung marijan mengenai ada beberapa faktor seseorang 
tidak datang memilih salah satunya adalah turunnya tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan menurunnya performence 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang tukang ojek dan tamatan SD). iwan  
yang dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan kapasa 
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dari pemerintah itu sendiri47. Hal ini terbukti pada hasil wawancara yang 
dilakukan pada Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota 
Makassar. 
“saya sudah tidak mau memilih pada pemilihan berikutnya 
karena sekarag ini jarang ada aktor politik yang bersih demikian juga 
partai, ketika ada aktor politiknya yang ketahuan korupsi tiba-tiba 
mereka berdalih. Saya juga kurang puas dengan kinerja pemerintah 
sekarang yang tidak maksimal.”48 
 
Hasil wawancara diatas dapat pula membuktikan bahwa 
masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah akan lebih memikirkan 
alasannya ketika mereka memilih golput. Mereka akan lebih mengenal 
lebih dahulu pasangan calon namun, apabila semu pasangan calon tidak 
sesuai dengan kriteria yang diinginkan maka mereka akan lebih memilih 
menjadi golput. Dalam hasil wawancara yang saya urai informan ini lebih 
memilih golput di karenakan oleh kurangnya kepercayaan terhadap aktor 
politik serta kurang puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pemerintah.  
     b. Faktor Pisikologis 
Faktor pisikologis sendiri pada dasarnya dikelompokkan dalam dua 
kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. 
Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama 
melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak 
toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, 
kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. 
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 Lihat Kacung Marijan. Demokratisasi di daerah (pelajaran dari pilkada secara langsung). Hlm 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang pedagang dan tamatan SMA). Santi 
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Penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. 
Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting disebakan oleh 
orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan 
karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. 
Pada faktor pisikologi ini lebih sesuai dengan faktor-faktor yang 
dikemukakan oleh Rosenberg yakni Pertama bahwa individu memandang 
aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek 
kehidupannya. Kedua, bahwa konsekuensi yang ditanggung  dari   suatu  
aktifitas politik mereka sebagai pekerjaan sia-sia. Ketiga, beranggapan 
bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik 
adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas 
politik.49 
Prilaku pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya atas dasar 
faktor pisikologi sesungguhnya bukan tanpa alasan yang mendasar. 
Masyarakat merasa bahwa pada saat kampanye semu calon berusaha 
mendekati mereka dengan segala cara yang ada namun, pada saat sudah 
menduduki jabatan mereka lebih mementingkan dirinya ataupun partai 
yang mengusungnya. Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang 
dilakukan pada Kelurahan Tamalanrea indah, Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar.  
“Sebetulnya pada pemilihan 2008 sebelumnya saya memilih 
tapi melihat perkembangan yang terjadi tidak merata dan tidak teralu 
memihak masyarakat saya jadi fikir-fikir untuk berpartisipasi dalam 
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 Michael rush dan althoff, pengantar sosiologi politik, PT Rajawali, Jakarta, 1989, hal.131(Lihat 
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pemilihan lagi. Buktinya pada waktu kampanye mereka menjanjikan 
memperbaik jalanan namun sampai saat berakhir masa jabatan 
jalanan di perumahan saya belum terjamah sama sekali”.50 
 
Performence dari pemerintah sendiri mepengaruhi tingkat 
partisipasi pemilih itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor 
pisikologis masyarakat. Pada tahap ini golput yang tegolong dalam jenis 
golput ideologis dalam penggolongan yang diberikan oleh Indra J Piliang 
ini51. Hal ini sangat sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan. 
dalam hasil wawancara terlihat keengganan dalam diri informan untuk ikut 
berpartisipasi pada pemilu hal ini dipengaruhi oleh buruknya performance 
yang diberikan pemerintah. Golput ideolgis ini menggambarkan 
masyarakat yang tidak percaya lagi akan pemerintah. Mereka 
beranggapan bahwa pemerintahan hanya untuk kalangan elit, sehingga 
mereka menunjukkan aksi protes mereka dengan cara golput. 
Beberapa masyarakat sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan 
sebelumnya oleh para calon namun ketika telah menduduki jabtan mereka 
tidak terlalu memperjuangkan yang mereka janjikan. Beberapa 
masyarakat yang golput sepertinya memiliki luka tersendiri ketika mereka 
memutuskan untuk tidak memilih di kemudian harinya. Mereka memiliki 
trouma tersendiri yang ditimbulkan oleh janji-janji palsu yang di berikan 
oleh pasangan calon. Sehingga ketika akan di adakan pemilihan 
selanjutnya mereka akan lebih memilih untuk golput. Trouma yang lebih 
mendalam akan di temukan oleh tim sukses yang berjuang dengan 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang mahasiswa). Darmawan  yang 
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mengebu-gebu ketika mengkampanyekan pasangan calon yang di 
idolakannya dengan imimg-iming jabatan yang bagus ketika pasangan 
tersebut berhasil terpili, namun ketika pada kenyatannya pasangan 
tersebut telah terpilih jangankan untuk memenuhi janjinya kepada tim 
sukses tersebut untuk berkunjung kembali ke daerah pemilihan tersebut 
merekapun enggan. 
Ada pula masyarakat yang menganggap bahwa kedekatan dengan 
salah satu calon dapat membahayakan situasi sosial serta ekonominya 
hal ini senada dengan yang di kemukakan oleh Rosenberg bahwa individu 
memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa 
aspek kehidupannya sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut 
berpartisipasi dalam pemilihan demikian pula hasil yang di temukan pada 
saat wawancara terhadap informan di Keluruhan Parang loe, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar.   
“sejujurnya saya tidak memilih pada pemilihan walikota ini  
karena kebetulan ada beberapa anggota tim sukses calon yang 
datang ke rumah untuk minta dukungan dari pada saya di anggap 
berat sebelah atau memihak kemudian terjadi hal yang tidak diinginka 
lebih baik saya tidak memilih”.52 
 
Beberapa faktor piskologis yang dikemukakan diatas telah 
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap partisipasi masyarakat 
namun terdapat juga masyarakat yang memang sedari awal tidak 
memperdulikan mengenai pemilihan umum dan enggan untuk 
berpartisipasi sehingga sudah menjadi sikap mereka untuk apatis 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang tokoh masyarakat dan seorang 
karyawan swasta). Hj Abd azis  yang dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan parang loe RT 
005 / RW 003 
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terhadap urusan kenegaraan hal ini ditemukan saat melakuakn 
wawancara terhadap informan di Kelurahan Tamalanrea raya, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya tidak perlu memilih, lagipula apa artinya satu suara saya 
dan saya sudah tidak perduli masalah yang seperti ini lebih baik saya 
mengurus keluarga saja. Tidak terlalu penting untuk pergi memilih di 
TPS karena pada ujungnya nasib masyarakat  tetap seperti ini saja”.53 
 
Beberapa hal inilah yang mempengaruhi sikap golput 
masyarakatdari faktor pisikologi. Sikap acuh, tidak percaya, kecewa serta 
yang lainnya dapat menimbulkan rasa keengganan pemilih untuk 
berpartisipasi dalam pemilihan. 
c.  Faktor Rasional  
Faktor rasional meliputi cara berfikir pemilih yang 
mempertimbangkan untung serta ruginya dia memilih. Faktor pilihan 
rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson dan Down, “ tidak 
adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda 
kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Mereka mengkalkulasikan 
segala sesuatu berdasarkan pertimbangan untung dan rugi mereka. 
Seperti mereka akan berfikir keuntungan apa yang akan saya dapatkan 
jika berpartisipasi? Atau apa yang akan tidak saya dapatkan ketika tidak 
berpartisipasi. 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang  pedagang). Syamsul gassing  yang 
dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea raya  
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Masyarakat dengan tipikal pemilih rasional akan selau berhati-hati 
dalam menentukan pilihan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan 
memilih untuk tidak berpartisipasi sehingga mereka tidak akan 
terpengaruh terhadap aktifitas politik yang menurut mereka cenderung 
merugikan dan hanya mebuang-buang waktu. Hal ini dapat disesuaikan 
dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea, 
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya tidak memilih karena merasa bahwa bagaimanapun janji-
janji kampanye yang para calon berikan tetap saja mereka akan 
cenderung melupakannya ketika terpilih dan partai politik sekarang ini 
tidak dapat di pertimbangkan lagi fungsi yang lainnya mereka hanya 
berfokus pada mengusung pasangan calon tanpa menjadi wadah 
aspirasi masyarakat”54 
 
Pertimbangan dan pemikiran masyarakat terhadap pilihan yang 
akan di berikan memiliki kriteria tertentu menurut masing-masing pemilih 
ada pula pemilih yang sudah enggan lagi untuk ikut berpartisipasi karena 
menganggap partai politik serta aktor-aktor yang berperan di dalamnya 
tidak mewakili masyarakat lagi mereka hanya sibuk bertarung 
memperebutkan kekuasan dan apabila sudah menduduki jabatan mereka 
akan lebih sibuk untuk membagi-bagi kekuasaan yang telah di peroleh.  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di himpun masyarakat 
pada Kecamatan Tamalanrea cenderung lebih berhati-hati dalam 
menentukan pilihannya mereka lebih menelaah seacara dalam yang mana 
calon-calon yang akan mewakili masyarakat serta yang mana yang akan 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang  pegawai negri sipil). Bahri  yang 
dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea RT 006 / RW 008 
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mewakili kepentingan dirinya sendiri serta kepentingan partai politik 
pengusungnya. Hasil wawancara yang dilakukan pada Kelurahan Kapasa,  
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. 
“saya bukannya tidak sengaja untuk tidak memilih saya cuman 
tidak menemukan calon yang sesuai dengan kriteria saya. Beberapa 
calon yang sudah sering kita dengar namanya di dunia politik paling 
hanya untuk meneruskan nama keluarganya dalam kepemimpina dan 
juga calon yang tidak memiliki nama menurut saya belum terlalu 
matang jadi daripada saya menjatuhkan pilihan pada calon yang 
menurut saya sudah tidak memenuhi kriteria lebih baik saya tidak ikut 
berpartisipasi”55 
 
  Masyarakat yang tidak memilih karena faktor rasional cenderung 
dari kalangan yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka lebih memili untuk 
tidak berpartisipasi dikarenakan pemikiran mereka terhadap calon akan 
lebih mendalam. Masyarakat juga sudah memiliki sikap polotik tertentu 
sehingga tidak dapat dipengaruhi begitu saja sama halnya dengan pemilih 
golput. Beberapa pemilih yang tidak memilih sudah mimiliki standarisasai 
tersendiri untuk calon yang diinginkannya ataupun beberapa kriteria visi 
dan misi yang kira-kira dapat menguntungkan masyarakat sekitanya 
terlebih lagi terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini ada juga masyarakat 
yang mengkalkulasi untung dan ruginya mereka jika terlibat dalam 
pemiluyan diselenggarakan. Hal ini dapat sesuai dengan hasil wawancara 
yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea indah, Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar. 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang  karyawan swasta dan tokoh agama). 
Syahrir maulana  yang dilakukan pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan kapasa  
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“kalau untuk memeilih saya masih pikir dua kali untuk ikut 
berpartisispasi. Saya tidak terlalu memperhatikan mengenai politik 
lagipula pemilihan ini juga tidak berdampak terhadap kehidupan saya. 
Saya akan tetap seperti ini jadi pedagang. Jadi kalau mau memilih 
kalau ada kesempatan saja kalau tidak sempat golputpun tak ada 
yang rugi”56 
Pada hasil wawancara ini juga dapat disesuaikan dengan pendapat 
Indar J Piliang yang menganggap faktor rasional ini sesuai dengan golput 
pragmatis dalam pengolongannnya. Masyarakat dalam tahap ini akan 
cenderung berfikir beberapa kali sebelum menjatuhkan pilihannya bahkan 
cenderung golput. Kelompok ini juga tidak sedikit yang menjatuhkan 
pilihan apabila ada embel-embel mony politic. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalanrea, Kota Makassar. 
 “sebetulnya saya tadinya mau golput, namun tiba-tiba dapat 
serangan fajar dari tim sukses kandidat tertentu jadi dari pada 
uangnnya tidak terpakai mending saya terima lumayan lah untuk 
beberapa hari kalau untuk golongan orang misikin seperti kita akan 
sangat bermanfaat. Lagi pula tidak berpengaruh jih kalau tambah satu 
suara”57 
Pada hasil wawancara ini golongan yang golput dengan alasan 
faktor rasioanal cenderung berubah arah menjadi orang yang akan 
dengan mudahnyan akan menerima segala bentuk sogokan dari tim 
sukses kandidat tertentu. Jika golput dengan alasan ini dibiarkan begitu 
saja maka akan berdampak negative terhadap pemilihan umum 
kedepennya. 
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 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang  pedagang). Andang  yang dilakukan 
pada tgl 1 mei 2013 di kelurahan tamalanrea indah 
57
 Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang  karyawan swasta). Suparman  yang 
dilakukan pada tgl 1 Mei 2013 di Kelurahan Tamalanrea 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada Bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan yang dapat 
ditarik dari hasil penelitian hingga hasil analisis yang didapatkan oleh 
penulis. Menjelaskan secara singkat mengenai garis besar faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat menjadi golput. Serta memberikan 
sedikit saran kepada beberapa pihak guna mengantisipasi dan menindak 
lanjuti masalah golput yang terjadi di Kota Makassar khususnya di 
Kecamatan Tamalanrea. 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakuakan di Kecamatan Tamalanrea, 
Kota Makassar.  Mengenai tingginya angka golput pada pemilihan kepala 
daerah walikota Makassar 2013. Terjadi kebingungan dalam masyarakat 
yang berdampak cukup negatif pada partisipasinya pada pemilihan 
walikota. Kebingungan yang dialami masyarakat dalam pemilihan ini 
bukan dikarenakan mereka tak ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik 
namun mereka tidak sempat mengenal satu per satu calon yang maju 
dalam pemilihan. Masyarakat mungkin dapat mengenali hanya nama serta 
nomor urut dari pasangan tertentu namun tidak mengenal secara 
mendalam visi dan misi apa yang diajukan oleh masing-masing pasangan 
sehingga mereka mengalami kebingungan. 
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Terdapat tiga jenis golput yang ada di Makassar yakni golput 
ideologis dimana masyarakat sudah tidak mempercayai sama sekali 
terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kemudian golput 
politis dimana masyarakat jenis golput ini lebih kepada kurangnya 
referensi kandidat yang sesuai dengan kriteria yang mereka iniginkan 
sehingga menyebabkan mereka tidak memilih. Yang terakhir golput 
pragmatis dimana golput jenis ini mengkalkulasi untung serta ruginya dia 
terlibat dalam pemilihan umum. Adapun jenis golput yang dominan di 
pemilih Kecamatan Tamalanrea adalah golput politis serta golput 
pragmatis. Kedua jenis golput ini merupakan jenis golput yang menjadi 
alasan tebanyak saat melakukan wawancara dengan informan. 
Faktor-faktor yang memperngaruhi terjadinya golput ada tiga yakni 
faktor sosial-ekonomi, faktor psikologis dan faktor rasional. Berikut ini 
diuraikan lebih lanjut mengenai ketiga faktor tersebut :  
Mengingat pemilih golput dengan alasan sosial ekonomi ini 
terbilang matang dalam segi ekonomi dan pendidikan sehingga mereka 
sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan dan ketika mereka tidak 
menemukan pasangan yang menjadi representasi dari kepentingannya 
mereka akan lebih memilih untuk golput. Alasan masyarakat menengah ke 
atas akan lebih kepada analisis pasangan calon ataupun visi misi calon 
namun, alasan yang di kemukakan oleh kalangan menegah ke bawah 
akan lebih kurang jelas serta tidak mengandung unsur analisis didalam 
alasan mereka untuk memilih untuk golput. masyarakat dengan tingkat 
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pendidikan menengah akan lebih memikirkan alasannya ketika mereka 
memilih golput. Mereka akan lebih mengenal lebih dahulu pasangan calon 
namun, apabila semu pasangan calon tidak sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan maka mereka akan lebih memilih menjadi golput. 
Pada faktor psikologis terjadi kejenuhan memilih dikalangan 
masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu banyak dan 
beranggapan bahwa seharusnya pemilu di laksanakan secara serentak. 
Masyarakat juga cenderung tidak memilih di karenakan kejenuhan yang 
terjadi akibat banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam kurun waktu 
yang berdekatan. Tidak jarang pula masyarakat yang golput bingung 
dengan pemilu yang diadakan. Mereka sering beranggapan  bahwa    
pemilu   yang  diadakan   sebelumnya  sama  saja  dengan  pemilu  yang  
sedang berlangsung. Pemilih yang awam akan politik tidak jarang golput 
karena beranggapan setelah memilih pada pemilihan sebelumnya mereka 
tidak perlu lagi datang memilih.  
Masyarakat juga sudah memiliki sikap politik tertentu sehingga tidak 
dapat dipengaruhi begitu saja sama halnya dengan pemilih golput. 
Beberapa pemilih yang tidak memilih sudah mimiliki standarisasai 
tersendiri untuk calon yang diinginkannya ataupun beberapa kriteria visi 
dan misi yang kira-kira dapat menguntungkan masyarakat sekitanya 
terlebih lagi terhadap dirinya sendiri. 
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Ada pula alasan pada faktor psikologis yang berpendapat bahwa 
Beberapa masyarakat sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan 
sebelumnya oleh para calon namun, ketika telah menduduki jabatan 
mereka tidak terlalu memperjuangkan yang mereka janjikan. Beberapa 
masyarakat yang golput sepertinya memiliki luka tersendiri ketika mereka 
memutuskan untuk tidak memilih di kemudian harinya. Mereka memiliki 
trouma tersendiri yang ditimbulkan oleh janji-janji palsu yang di berikan 
oleh pasangan calon. Sehingga ketika akan di adakan pemilihan 
selanjutnya mereka akan lebih memilih untuk golput. Trouma yanh lebih 
mendalam akan di temukan oleh tim sukses yang berjuang dengan 
mengebu-gebu ketika mengkampanyeka pasangan calon yang di 
idolakannya  dengan  imimg-iming  jabatan  yang  bagus  ketika  
pasangan tersebut berhasil terpili, namun ketika pada kenyatannya 
pasangan tersebut telah terpilih jangankan untuk memenuhi janjinya 
kepada tim sukses tersebut untuk berkunjung kembali ke daerah 
pemilihan tersebut merkapun enggan. 
Pada faktor rasional masyarakat akan lebih mempertimbangkan 
untung rugi mereka ketika datang memilih. Mereka lebih 
memprerioritaskan pekerjaan yang lebih penting dari pada mengatri 
seharian untuk menunggu giliran untuk memilih. Pada faktor ini mereka 
akan lebih cenderung untuk tidak memilih. 
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Adapun faktor yang dominan menyebabkan kalangan masarakat 
Kacamatan Tamalanrea  untuk menjadi golput yakni faktor pisikologis. 
Pada setiap hasil wawancara baik pada faktor sosial-ekonomi ataupun 
faktor rasional akan terselip beberapa kalimat yang mewakili faktor 
psikologis. Pada faktor ini banyak masyarakat yang sedari awal memang 
telah apatis, namun adapula yang terlalu kecewa terhadap pemerintahan 
ataupun partai politik serta aktornya kemudian banyak alasan lain yang 
menyebabkan terjadinya golput dengan faktor pisikologis. 
B. Saran 
  Fenomena golput yang saya teliti memiliki tempat tersendiri dalam 
perpolitikan di indonesia. Seringkali pasangan yang memnagkan pemilih 
apabila di bandingkan dengan angka golput yang terjadi akan kalah telak 
dalam pemilihan tersebut. Adapun beberapa saran yang penulis inigin 
berikan berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan yakni 
Untuk menanggulangi jenis golput ideologis dapat dilakukan dengan 
cara memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakat serta 
melakukan pendekat persuasif terhadap masyarakat yang tergolong 
dalam golput idelogis. 
Untuk menanggulangi jenis golput politis dapat dilakukan dengan cara 
meberikan representasi calon kandidat yang lebih meyakinkan serta 
sesuai dengan kriteria masyarakat yang tergolong dalam jenis golput 
politis. Selain itu golput jenis ini juga lebih cenderung untuk terbuka dan 
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dapat berubah menjadi pemillih apabila dilakukan beberpa perbaikan 
terhadap sistem dan cara kampenye yang dilakukan para kandidat. 
Unruk menanggulangi golput pragmatis dapat dilakukan dengan cara 
memperbaiki cara pemilihan umum yang terlalu memakan waktu serta 
menggabungkan beberapa pemilihan umum agar tidak membuat 
masyarakat menjadi jenuh untuk memilih. Kemudian dapat pua dilakukan 
pendidikan politik yang lebih mendalam hingga ke pelosok-pelosok untuk 
menjangkau beberapa pemilih serta menjelaskan mengenai pemilihan 
umum lebih mendetai agar masyarakat mengerti mengenai keuntungan 
berpartisipasi dalam pemilihan umum. 
Untuk menanggulangi golput pada faktor sosial-ekonomi hendaknya 
lembaga penyelenggara pemiliu yang berwnang lebih gencar dalam 
mensosialisasikan pemilu yang akan berlangsung bukan hanya ketika 
menjelang hari pemilihan, namun melakukan pendidikan politik yang 
berbasis pada masyarakat awam. Kemudian tidak di pungkiri bahwa 
angka golput yang berasal dari kalangan menengah keatas butuh di 
berikan perhatian lebih. 
Untuk menanggulangi golput pada faktor psikologis lebih baik 
apabila partai politik yang mengikuti proses pemilihan umum memperbaiki 
para kader partai politik agar masyarakat kembali mempercayai partai 
politik serta aktor yang ada didalamnya. Kemudian lebih gencar 
mengadakan sosialisasi kepada pemilih dan tidak lupa untuk memberikan 
pendidikan politik. Untuk aktor-aktor yang sedang dalam pemerintahan 
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hendaknya melakukan kinerja yang lebih maksimal serta kurangi citra 
negatif kepada masyarakat sehingga alasan golput karena tidak 
mempercayai aktor politik dapat berkuarang. 
Sedangkan untuk menanggulangi golput pada faktor rasional 
hendaknya jika masyarakat memutuskan untuk lebih partisipatif pada 
pemilihan umum. Karena dengan tidak memilih sama sekali masyarakat 
juga turut andil dalam kemajuan masyarakat. Memilih ataupun tidak 
memilih masyarakat akan tetap terkena dampak dari kebijakan yang 
diterapkan, sehingga apa salahnya apabila meuangkan sedikit waktu 
untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi.  
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